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ABSTRAK

Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abaq ke_ empat
di Timur Tengah dan berkembang terus pada abad ke delapan belas di
kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau
warna kulit. Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang
beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak.
Perdagangan pererhpuan dan anak merupakan salah satu bentuk
perlakuan terburuk dari-tindak kekerasan yang dialami perempuan dan
anak dan termasuk tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Asia Tenggara sendiri telah lama menjadi kawasan yang rawan
terhadap perdagangan perempuan dan anak, khususnya negara-negara
di kawasan lembah sungai Mekong, yang terkenal sejak lama menjadi
pusat perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak ke berbagai
negara di dunia. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga
merupakan tempat asal bagi perdagangan dan penyelundupan tenaga
kerja ilegal, baik di kawasan Asia Tehggara maupun ke negara-negara
Timur Tengah. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang rawan
terhadap perdagangan perempuan dan anak, baik ditinjau dari negara
asal maupun daerah transit bagi perdagangan perempuan dan anak.

Beberapa daerah di Indonesia diperkirakan pula telah menjadi sasaran



kegiatan sindikat kejahatan lintas negara yang mengorganisir
perdagangan dan penyelundupan perempuan dan anak.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak
pada dasamya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan
perempuan dan anak laki-laki dibawah umur merupakan kualifikasi
kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak
mendapatkan sanksi pidana. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut, pada
saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan
internasional atau Uansnasional. Demikian pula terhadap Pasal 324 KUHP
yang substansinya tidak memadai lagi. Selain KUHP peraturan
perundang-undangan nasional di luar KUHP juga memuat ketentuan
perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.
Akan tetapi perundang-undangan nasional di luar KUHP tersebut juga
terdapat kelemahan yaitu kurangnya perlindungan terhadap korban
khususnya menyangkut kemanan terhadap korban dan ganti kerugian.

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak,
selain sifatnya sebagai kejahatan internasional étau transnasional dan
dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan
membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga periu
ketentuan hukum materiel dan hukum formil yang berbeda seperti adanya
ketentuan ancaman pidana yang berat bagi pelaku dan perlindungan

terhadap korban dan saksi perdagangan perempuan dan anak.



Di negara kita sampai saat ini belum ada undang-undang yang
secara khusus mengatur perlindungan korban dan saksi seperii di
Amernika Serikat. Yang baru ada adalah perlindungan korban dan saksi
dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jaminan
perlindungan itu baru dalam bentuk perindungan fisik dan mental dari

ancaman, gangguan, teror, dan tindak kekerasan dari pihak manapun.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa
waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik
maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia
yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan
anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian
masyarakat melalui med_ia massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu
sagja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya
fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala kecil, atau
dalam suatu kegiatan yang terorganisasi secara -rapi, merupakan
sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagaﬁgan manusia
ini belum menarik media massa pada masa lalu.’

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru
dimuka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai
negara besar pada awalnya banyak berutang pada penduduk negara
miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk dipekerjakan di
perkebunan atau pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam
umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci.

Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan

! Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Sentra HAM
Ul, 28 Februari 2003, hal. 4.



karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan
Selatan pada abad-abad lalu.?

Indonesia menjadi negara sumber, transit dan tujuan
perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak (Human
Trafficking Especially Woman and Children) untuk dijadikan pekerja seks
dan pekerja paksa. Para korban dari Indonesia dibawa ke Malaysia,
Singapura, Taiwan, Hongkong, Brunei, negara-negara Teluk Parsi, dan
Australia. Perdagangan juga terjadi secara luas di dalam wilayah
Indonesia untuk eksploitasi buruh dan seks, negara Indonesia juga
menjadi salah satu tujuan bagi para korban yang diperdagangkan untuk
dieksploitasi secara seksual.

Kasus frafficking memang bagaikan gunung es, berdasarkan data
Konsursium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), sepanjang
tahun 2001 ada sebanyak 74.616 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di
luar negeri menjadi korban trafficking.® Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi pada tahun 2002 memperkirakan sekitar 500.000 warga
Indonesia melalui jalur resmi bekerja di iuar negeri. Sementara laporan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di indonesia, termasuk Kopbumi,
memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4
juta sampai 2,1 juta termasuk yang tak terdokumentasi.

Laporan lain menunjukkan dari Konferensi Organisasi Buruh

Intemasional (ILO) 2001 memperkirakan ada sekitar 1,4 juta 'pembantu

2 rre
Ibid.
3 KOMPAS, Kasus Trafficking Bagaikan Gunung Es, 8 Maret 2004.



rumah tangga di Indonesia, sebanyak 23 persen adalah anak-anak.
Laporan ILO tahun 1998 memperkirakan 130.000-240.000 pekerja seks
di Indonesia dan 30 persen diantaranya adalah anak-anak di bawah umur
18 tahun.

Di sisi lain fakta menunjukkan, sejak Kepolisian kota besar
(Poltabes) Batam Rempang Galang (Barelang) melakukan pengawasan
perdagangan manusia selama tahun 2003, terungkap 13 kasus frafficking
yang menimpa buruh migran yang bekerja di Singapura dan Malaysia.
Ada yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, ada yang dipekerjakan
sebagai pembantu tidak dibayar, bekerja di tempat berat yang tidak
-sesuai dengan perjainjian.4

Bahkan, Poltabés Barelang bersama Kepolisian Resort (Polres)
Tanjung Balai Karimun pada September 2003 membongkar sindikat
perdagangan bayi ke Johor, Malaysia. Pada akhir Januari 2004, Poltabes
Barelang juga menangani kasus perempuan yang melarikan diri dari
penyekapan kawasan Bengkong karena hendak dijadikan sebagai
pekerja seks di Malaysia.®

Di Polres Kota Tanjung Pinang, selama tahun 2003 terungkap
enam kasus Trafficking. Empat kasus perdagangan bayi (frafficking in
child) dan dua kasus perdagangan anak dan perempuan menjadi pekerja
seks kornersial di Malaysia. Malah pada Januari 2004, Polresta Tanjung

Pinang juga mengungkap satu kasus perdagangan bayi dan februari

: KOMPAS, Manusia Memperdagangkan Manusia, Senin 8 Maret 2004.
Ibid.



mengungkap dua kasus perdagangan perempuan dan anak menjadi
pekerja seks komersial yang dijanjikan trafficker sebagai pekerja restoran
dan penyanyi karaoke di Malaysia.®
Angka-angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi
perdagangan perempuan dan anak yang menjadi korban dari Indonesia.
Wajar apabila dapat dikatakan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya
memenuhi standar minimum bagi pemberantasan perdagangan
perempuan dan anak. Hasil penilaian sebuah lembaga internasional yang
mengelompokkan negéra—negara berdasarkan wusaha yang telah
dilakukan untuk menangani isu perdagangan manusia, menempatkan
Indonesia pada peringkat yang cukup mengkhawatirkan. Tiga kategori
yang dibuat .adalah: kategori 1 - negara yang berhasil membuat
mekanisme penanganan di tingkat nasional, berupa perangkat hukum
maupun pelayanan dan perlindungan bagi para korban perdagangan
manusia; kategori 2 — negara yang, walaupun belum mampu sepenuhnya
memerangi perdagangan manusia ataupun membuat perangkat hukum
yang efektif, tetapi dianggap telah melakukan upaya-upaya penting untuk
mengurangi terjadinya perdagangan manusia; kategori 3 — negara yang
tidak mempunyai mekanisme apapun untuk penghapusan perdagangan
manusia. Oleh lembaga ini, Indonesia dinilai masuk kategori 3.7
Perangkat hukum nasional di indonesia memang masih sangat

tidak memadai untuk menghadapi suatu persoalan yang sebesar dan

O .
Thid
7 Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia, Loc., (it hal



penuh kompleksitas sebagaimana masalah perdagangan perempuan dan
anak. Sampai saat ini, kasus-kasus perdagangan perempuan ditangani
dengan menggunakan 3 buah pasal dalam KUHP, yakni pasal 296, 297
dan 298. Namun pasal-pasal ini cenderung tidak mampu menjerat para
pelaku perdagangan perempuan dalam segenap keanekaragaman
bentuknya, karena pasal-pasal ini hanya mencakupi perdagangan
perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, dan penjabaran unsur-
unsur tentang perdagangan perempuan itupun penuh kerancuan.
Kesulitan lain  berkaitan dengan  pengkategorisasian
perdagangan perempuan dan anak sebagai ‘kejahatan terhadap
kesusilaan’ dalam KUHP. Hal ini sangat sempit jika dibandingkan dengan
keluasan dan kompleksitas persoalan sebagaimana terungkap pada
definisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya
perempuan dan anak, dan kasus - kasus perdagangan manusia yang
terjadi di Indonesia.® Jelaslah, bahwa desakan untuk menciptakan
'perangkat hukum yang lebih tepat untuk menangani kasus-kasus
perdagangan perempuan dan anak sudah tidak bisa ditunda lagi.
Sementara itu, masyarakat maupun pemerintah perlu mengembangkan
program-program pendampingan dan pelayanan bagi perempuan dan
anak korban perdagangan manusia, yang ditemukan di berbagai pelosok

negara ini maupun di luar negeri.

¥ Catatan wawancara Komnas Perempuan dengan pengacara LBH APIK, Mei 2002.



Tidak adanya perundang-undangan yang luas untuk melawan
perdagangan perempuan dan anak telah menghambat penegakan
hukum. Para pejabat menggunakan perundang-undangan yang ada
untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Demikian pula
perlindungan hukum terhadap korban, pemerintah masih over protection
terhadap pelaku. Meskipun korban telah mendapat bantuan dalam hal
ganti rugi, tetapi belum memberikan perlindungan hukum dan dampak
yang berarti terhadap korban perdagangan perempuan dan -anak
terutama menyangkut hak-hak korban serta statusnya.

Apabila tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan hukum
dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti
kerugian dan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tertentu,
maka wajar korbanpun seyogjanya mendapat perhatian dan perlindungan
akan hak-haknya. Terlebih apabila dilihat dari tujuan dan tanggung jawab
negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan
umum, maka perlindungan hukum terhadap korban wajib dilakukan. Hal
ini disebabkan hak korban akan perlindungan hukum pada dasarnya
merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang
kesejahteraan/jaminan sosial (social security).

Perjuangan meminta perhatian terhadap korban ini harus benar-
benar diperhatikan hal ini disebabkan karena kedudukannya yang sering
tidak kuat dan terlupakan, bukankah pembangunan hukum di Indonesia

antara lain menekankan perilunya bantuan hukum dan kesempatan



memperoleh keadilan?. Seharusnya terhadap korban juga diperlukan
sosialisasi seperti halnya terhadap pelaku (offender), tetapi pada
kenyataannya sangat berkurang perhatian kepada korban.

Jika kita lihat pada RUU Pemberantasan Perdagangan
Perempuan dan Anak, disana hanya terdapat pengaturan mengenai ganti
rugi terhadap korban, pasa/ 37 - pasal 37 RUU Pemberantasan
Perdagangan Perempuan dan Anak. Sedangkan perlindungan hukum
yang benar-benar diperlukan oleh korban serta diakuinya status korban
tidak ada, bagaimanakah nasib korban selanjutnya?®. Korban memang
dipulangkan dari tempat mereka diperdagangkan bukan berarti
penderitaan mereka selesai disini. Memang sangat mudah untuk
terjerumus dalam perdagangan perempuan dan anak apalagi dalam
perbudakan seks. Namun untuk memulihkan keadaan mental dan fisik
akan memakan waktu yang lama dan sulit sekali mengharapkan

masyarakat akan menerima mereka dengan tuius ikhlas.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut, bagaimanakah perlindungan hukum

terhadap korban perdagangan perempuan dan anak? Rumusan tersebut

mencakup dari hal:

® Lihat Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
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- Apakah Peraturan Perundang-undangan Yang Ada Sudah Cukup
Memberikan Jaminan perlindungan hukum terhadap korban
perdagangan perempuan dan anak;

- Bagaimana Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus
Perdagangan Perempuan dan Anak.

C. Pembatasan Masalah
Dalam Tesis ini hanya membatasi pada masalah perlindungan hukum

terhadap korban manusia khususnya perempuan dan anak yang

mencakup dua hal yaitu pertama; peraturan perundang-undangan yang
memuat perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia
khususnya perempuan dan anak, Kedua aparat penegak hukum dalam
menangani kasus perdagangan perempuan dan anak, dengan kasus
yang terjadi di Surabaya. Penderitaan para korban perdagangan

perempuan dan anak tidak di uraikan karena para korban telah di

pulangkan ke daerah masing-masing dan tidak adanya lembaga yang

menangani masalah korban, demikian pula terhadap program spesifik

Jawa Timur tidak diuraikan dalam tesis ini, karena kasus perdagangan

perempuan dan anak yang terjadi di Jawa Timur dengan kasus yang

diambil di Surabaya tidak satupun yang sampai pada tahap penuntutan

dan pemeriksaan di pengadilan.



D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan batasan masalah
diatas adalah:

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban

perdagangan perempuan dan anak. Perlindungan hukum terhadap

korban tersebut meliputi:

- Peraturan Perundang-undangan Yang Ada Dalam M.emberikan
Jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan
perempuan dan anak;

- Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan

Perempuan dan Anak.

E. KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunlaan' sebagai
berikut:

1. Untuk memberikan tambahan informasi bagi masyarakat pada
umumnya, dimana dari hasil pénelitién ini 'darpat memberikan
gambaran yang lebih jelas terhadap perdagangan perempuan dan
anak. |

2. Bahan acuan bagi insan akademik dan para penegak hukum
khususnya.

3. Untuk mengembangkan teori yang telah diperoleh dalam

perkuliahan, sehingga kita dapat membandingkannya dengan



praktek yang ada di lapangan, serta untuk mencari solusi dalam
menangani  penderitaan/nasib  korban perdagangan _gelap
perempuan dan anak, yang berguna bagi penyempurnaan

perlindungan hukum terhadap korban yang sudah ada.

F . KERANGKA TEORITIS
¥1.Perlindungan Hukum terhadap Korban
Perlindungan hukum adalah dapat diartikan terpenuhinya hak-hak
dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok.
Perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara abstrak
dan pemberdayaan. Pengertian secara abstrak yaitu:10
1. mengatur hak dan kewajiban;
2. mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan
kewaijiban;
3. melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban;
Pengertian secara pemberdayaan:
1. memberikan hak yang berkorelasi dengan kewajiban orang lain;
2. pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal ini status
korban.
Menurut Prof. Barda Nawawie Arief pengertian perlindungan

- hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

10

Disampaikan pada saat kuliah Perlindungan Hukum terhadap Korban oleh
Mudzakkir.
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1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi
korban tindak pidana berarti perlindungan hak asasi manusia atau
kepentingan hukum seseorang;

2. dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah
menjadi korban kejahatan jadi identik dengan penyantunan korban.
Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik atau
rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan
pemaafan, pemberian ganti kerugian atau restitusi, kompensasi,
jaminan/santuan kesejahteraan sosial dan sebagainya."

Masalah perlindungan hukum terhadap korban termasuk salah
satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam
konggres PBB VII/1985 di Milan (tentang “The Prevention of Crime and
the treatment of offenders” dikemukakan, bahwa hak-hak korban
seyogjanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem
peradilan pidana (victims rights should be perceived as an integrél éspect
of the total criminal justice system). 2

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan
sering diabaikan daripada perlindungan hukum terhadap pelaku

kejahatan yang pada umumnya berlebihan (Over Protection). Dalam

' Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi,
Djambatan, 2004, hal. 126.

12 Makalah pada Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan
Pidana”, dalam Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 53.
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hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan hukum terhadap
korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan
tidak langsung. Menurut Prof Barda, perlindungan hukum tidak langsung
diartikan bahwa dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana
dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikat
nya telah ada perlindungan in abstracto/ secara tidak langsung terhadap
berbagai kepentingan hukum dah hak asasi korban. Dikatakan demikian,
karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai
perbuatan menyerang /melanggar kepentingan seseorang (korban)
secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran
normaltertib hukum .

Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung
sehingga sistem sanksi‘dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju
pada perlindungan hukum korban secara langsung dan konkret, Jadi
- pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku bukanlah
pertanggungjawaban terhadap kerugian /penderitaan korban secara
langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang
bersifét pribadi/individual. Pada sistem peradilan pidana, kepentingan
korban diwakili oleh Jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan bagian dari
perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak

sosial (Social contract argument).®

® Lilik Mulyadi,. Op. Cit, hal. 121.
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Saatnya hukum positif kita menggunakan perlindungan hukum
yang bersifat kongkrit, dengan ketentuan terdapat keseimbangan antara
perlindungan hukum yang diberikan kepada korban juga terhadap pelaku.
Dikatakan terdapat keseimbangan antara keduanya, agar pelaku dan
korban mendapat keadilan yang sama. Pelaku mendapat keadilan
prosedural sedangkan terhadap korban mendapat keadilan subtansial.
¥ 2. Human Trafficking Especially Woman and Child (Perdagangan

Manusia Khususnya Perempuan dan Anak)

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru
dimuka bumi ini seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahkan negara-
negara yang Kiri diahggap sebagai negara besar pada awalnya banyak
berutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara
paksa untuk dipekerjakan di perkebunan atau pabrik. Masalah
perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga
telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat
berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misainya
yang terjadi antara amerika utara dan selatan pada abad-abad lalu.'°

Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradab ini maka
perbudakan menghilang? Secara yuridis formal memang demikian,
karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir
perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah

menghilang sepenuhnya dari muka bumi. Komunitas Internasional masih

1 Harkristuti Harkrnisnowo, Op. Cit., hal. 4.
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menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih modern
yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan
kontemporer (contemporer forms of slavery). Demikian seriusnya
masalah ini, sehingga PBB melalui Office of The High Commissioner of
Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul yang sama
Contemporary Forms of Slavery. Perilaku yang termasuk dalam kategori
ini adalah:"!

1. Perdagangan anak-anak

2. Prostitusi anak

3. Pornografi anak

4. Eksploitasi pekerja anak

o

Mutilasi seksual terhadap anak perempuan

6. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata

~

Perhiambaan

o]

. Perdagangan manusia

©

Perdagangan organ tubuh
10. Eksploitasi untuk pelacuran dan
11.Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan
penjajahan.
Global Survivor Network, setelah mengadakan penelitian selama 2
tahun menerbitkan crime and servitude: An Expose in The Traffic in

Women for Prostitution from the newly independent states, yang khusus

" Ibid.
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mengungkap praktek perdagangan perempuan di negara bekas Rusia,

lembaga yang sama juga memproduksi 2 film dokumenter. Dokumentasi

yang pertama yang berdurasi 28 menit diberi judul Sex Trade An

Investigative Documentary, yang disampaikan ke Komite HAM PBB,

sedang dokumentasi kedua berjudul Bought and Sold, yang berisikan

materi yang dimuat dalam penerbitan Crime and Servitude, beberapa

temuan yang cukup signifikan antara lain adalah:

1.

Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh
milyar dolar setiap tahun dari perdagangan perempuan
sekitar empat juta perempuan di dunia;

Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah
yang bertujuan memperdagangkan seks;

Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari
wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk

untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang

menarik di luar negeri;

. Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari

mereka dikirim ke Jerman, Swis, Jepang, Macau dan
Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak ;

Perdagangan perempuan‘ terus berkembang karena
pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan

mengungkapkannya, sehingga menimbulkan impunity;
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6. Walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun
hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia
selama-lamanya, ternyata angka ini mencapai ratusan
ribu.*?

Mengetahui data perdagangan manusia, tidaklah mudah.
Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa
jumlah Human Trafficking. Tetapi sébagai suatu gambaran dapatiah
dikemukakan bahwa pada bulan Maret 2001, European Commission
melaporkan bahwa setiap tahun sebanyak 120.000 perempuan dan anak-
anak diperdagangkan ke Eropa Barat'® Demikian pula, laporan dari
UNICEF/OHCHR/OSCE/ODHR periode Juni 2002, yang melaporkan
bahwa di Muldova, 90% remaja (18-29 tahun) meninggalkan Muldova
untuk bekerja di negara Eropa sebagai pekerja sex. International
Organisation for Migration (IOM) memberi estimasi bahwa 170.000 orang
telah dijual ke Balkan.

Human Trafficking ini kemudian mengemuka dalam berbagai
pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan
pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan organized crime. Keprihatinan
yang mendalam akan masalah perdagangan manusia ini membuat

negara-negara di dunia dua tahun yang lalu sepakat untuk menetapkan

12 Crime and Servitude: An Expose in The Traffic in Women for Prostitution from the
newly indegendent states (1997), Washinton: Global Survival Network.

 Frank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, Trafficking in
women erom central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data, Euroean On
Preventing And Combating Trafficking in Human Beings: Global Challenge For The 21
Century, September 2002, Brussel, Belgium, hal 4, dalam Harkristuti Harkrisnowo., Ibid. hal. 18.
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U.N. Convention Againts Transnational Organized Crimes Protocol, dan

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,

Especially Women and Children, A/55/383, yang ditetapkan oleh Majelis

Umum pada tanggal 2 November 2000."

Menurut informasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang

ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain:

1.

700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun
diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja
di luar kemauannya) di seluruh dunia;

sebagian. besar manusia yang diperdagangkan berasal
dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat
ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;
sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan
dan anak-anak;

para korban pada umumnya dijanjikan kehidupan yang
lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh
sang pedagang;

umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur,
pekerja paksé, pembantu rumah tangga, bahkan

pengemis;

. untuk mengendalikan mereka biasanya'dipakai upaya

kekerasan atau ancaman kekerasan;

“ Ibid,
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7. lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seka di
luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40.
Sebagai bagian dari negara berkembang sulit bagi Indonesia untuk
dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai negara pengirim atau
negara sumber. Khusus bagi Indonesia, US Department of Justice
menempatkan sebagai Tier 3, yakni negara yang menurut mereka:
"...do not fully comply, with the minimum standard and are not
making significant efforts to bring themselves in to compliance some
of governments refuse to acknowledge the traffic problem within their
territory. On more positive note, several other governments in this
category are beginning to take concrete steps to combat trafficking.
While these steps do not yet reach the appropriate level of

significance, many of these governments are on the path to
placement on tier 2..."

Data yang disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain

adalah sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan source country 'bégi orang Yyang
diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak;

2. para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi
seksual dan pekerja;

3. negara tujuan termasuk Hongkong, Singapurai,L Taiwan, Malysia,
Brunei, negara-negara teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan
Jepang;

4. pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-
sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia,
walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan

masa sebelumnya.
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Perdagangan manusia, biasanya dalam banyak kasus lebih
banyak merujuk pada perdagangan perempuan dan anak-anak. Istilah ini
sendiri dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan,
penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau
penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau
memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujvuar-1 dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk
kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat
prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau
pelayanan paksa, pengemisan, perbudakan atau praktek-praktek lain
yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambiian
organ-organ tubuh. *°

Global Alliance Againts Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan
perdagangan perempuan sebagai semua usaha atau tindakan yang
berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi
perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan
seseorang dengan nﬁenggunakan penipuan atau tekanan termasuk
penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau

penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk

' Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia.
terutama Perempuan dan Anak, Sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang
Kejahatan

Teroganisir Transnasional, 2000, dalam Jurnal Perempuan, nomor 29, Perempuan dan
Anak Indonesia, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hal 151-152.

19



menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak,
untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif),
dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti
perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu
tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.'

Hal yang perlu disadari disini bahwa perempuan yang
diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahka'n ke lingkungan
asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan
dipisahkan dari jaringan penduduk fisik, emosional atau dengan bahasa
atau budaya yang dikenalnya.'’

Sementara itu kerangka perdagangan perempuan dan anak-anak
yang dikeluarkan oleh Intemational Catholic Migration Commision (ICMC)
dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) adalah
pemindahan perempuan dan anak-anak dari dukungan keluarga mereka
atau sistem dukungan lain melalui proses, jalan atau cara dan tujuan
dimana persetujuan dari korban menjadi tidak relevan sebagaimana

digambarkan dalam skema berikut; '8

16 Ibid. hal.152.
1" Ibid, hal.152.
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Proses |+ Jalan/Cara + Tujuan

Perekrutan Ancaman Prostitusi

Pengiriman Pemaksaan Pornografi

Pemindahan Penculikan Kekerasan/Ekploitasi

Penampung Penipuan Seksual

an Kebohongan Kerja dengan upah yang

Penerimaan Kecurangan tidak layak
Penyalahgunaan Perbudakan/praktek-
Kekuasaan praktek lain sejenisnya

Human Trafficking khususnya yang berkaitan dengan wanita,
merupakan bisnis terbesar ketiga setélah drug trafficking dan trafficking in
weapon. Human Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan,
karena low risk, expendable, reuseable and resellale. Dimana yang
menjadi sasaran human trafficking adalah daerah-daerah setelah
terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah dimana
masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah.
Derah-daerah demikian ini memberi peluang bagi terjadinya aktifitas

kriminal dan kejahatan terorganisasi.®

8 1bid, hal 152.

' Helga Konrad, Trafficking In Human Beings-The Ugly of Europe, European
Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the
21 Century, Brussels, Belgium, September 2002, hal. 5. _
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G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normative
yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data sekunder.?® Namun
ada pula data yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung
penulisan tesis ini. Pengambilan data lapangan dilakukan di Kota
Surabaya. Lokasi Surabayé dipilih pertama, karena kota tersebut
memiliki isu yang unik dibandingkan kota yang lainnya, dikatakan
memiliki isu yang unik karena Surabaya adalah kota besar di Indonesia
dengan jumiah Prostitusi yang tinggi. Kedua, Surabaya dari sis-i
ekonomi, merupakan pintu gerbang bagi kawasan timur Indonesia
Indonesia yang dipasok dari Surabaya, sehingga banyak pencari kerja

yang mengadu nasib di Kota Surabaya.

2. Bahan atau Materi Penelitian
Bahan atau materi penelitian ini menggunakan data sekunder yang
meliputi:
2.1 Bahan Hukum Primer
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Perundang-undangan diluar hukum pidana yang terkait dengan

perdagangan manusia

® Mudzakkir, dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum, Program pasca sarfjana
Universitas Islam Indonesia.

»



3. Instrument internasional
2.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini dapat berupa:
1. RUU Pmberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
2. Hasil Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
b.3 Bahan Hukum Tersier
yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
terdiri dari:
1. Kamus Hukum;
2. Artikel-artikel dan laporan dari Media Massa (Surat Kabar, Jurnal
Hukum, Majalah);

3. Bahan-Bahan Yang Ada di Internet;

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah Library Reseach yakni
suatu tehnik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan-
tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media massa dan
media intemet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah
dikumpulkan tersebut kemudian dipilah-pilah sesuai dengan sistematika
penulisan. Selain itu ada juga data yang diperolen langsung dari
lapangan dan wawancara dengan pihak?pihak yang terkait. Data dari

lapangan diperoleh Surabaya yaitu wilayah kota besar dan Tanjung
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Perak. Sedangkan hasil wawa:ncara diperoleh dari Bapak Hariadi dari
LSM Surabaya, Bapak Marsono, selaku reserse kriminal di wilayah i{ota
besar Surabaya dan |bu Diah seilaku reserse kriminal di wilayah Tanjung
Perak Surabaya.
4. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data‘kuantitatif dan kualitatif.
Dalam beberapa hal lebih bersifat kualitatif dengan mendiskripsikan hasil-
hasil wawancara mendalam dan studi dokumenter. Data kuantita;tif
digunakan untuk menjelaskan jumlah perdagangan perempuan dan anak
di Indonesia pada umumnya.

H . Sistematika Penulisan

Sesuai denggn permasalahan yang dibahas, penelitian ini
merumuskan sistematika penulisannya yang terdiri dari enam bab,
kemudian bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab. Bab
Pgdama merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi; Latar Belakang
h/;asalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.

Bab Kedua diberi judu[i,._ Perdagangan Manusia Khususnya
Perempuan dan Anak, merupakan bagian yang memuat pembahasan
tentang kondisi dar situasi perdagangan perempuan dan anak di dunia
internasional, bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak di dunia

internasional. Kedua memuat tentang perdagangan perempuan dan anak
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di Indonesia, bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak di
Indonesia dan faktor-faktor terjadinya belldagangén perempuan dan anak
di Indonesia.

Bab Ketiga yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Perdagangan Perembuan dan Anak adalah bab yang menguraikan
pertama tentang 'pengertian, kedua memuat tentar,g macam-macam
korban, hak-hak korban dan béntuk-bentuk perlindungan hukum terhadap
korban,

Bab Keempat berjudul Ketentuan Hukum Pidana Yarng Dijadikan
Dasar Hukum Untuk Menindak Pelaku Perdagangan Perempuah dan
Anak, dengan muatan materi pasal-pasal dalam KUHP, di luar KUHP,
dan 'RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak.

Bab Kelima berjudul Kajian Terhadap Penyelesaian Kasus
Perdagangan Perempuan dan Anak di Surabaya.

Bab Keenam merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang -
memuat kesimpulan dan saran. Selain itu pada bagién akhir juga rhemuat

lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini
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BAB I
PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN

DAN ANAK

A. Perdagangan Perempuan dan Anak di Dunia Internasional

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan
tindakan perdagangan manusia yang disebut perbudakan bahkan pada
jaman Jahiliyah sudah dikenal adanya perbudakan. Fenomena tentang
‘ perdagangan manusia ini kembali menjadi suatu permasalahan yang
serius pada tahun 1949, yaitu sejak ditandatangani Convention on Traffic
in Person. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak'laporan tentang
terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada Beijjing Plat Form of
Action yang dilanjutkan dengan Convention on the Elimination of All Form
of Discrimination Agains Woman (CEDAW).

Laporan yang diterbitkan oleh organisasi }’ internasional
memperiihatkan keadaan yang amat mencemaskan dari perbudakan cara
baru ini. PBB dalam laporan tahun 2003 khusus mengenai perkara ini
memperlihatkan betapa meluasnya aktifitas sindikat penyelund_u’pan
manusia yang telah memberikan keuntungan sekitar 12 milyard dolar
pertahun kepada kelompok mafia. Berlandaskan pada bukti yang ada,
perdagangan dan penyelundupan manusia telah berubah menjadi
aktifitas perdagangaﬁ yang menguntungkan disamping perdagangan

senjata dan bahan Narkotika.
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Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Departement cf
Justice dan publikasi yang diterbitkan organisasi PBB untuk anak-anak
(UNICEF) turut memberikan laporan 8,4 juta anak-anak yang menjadi
korban oleh kelompok mafia penyelundupan dan memaksa anak-anak
tersebut bekerja atau digunakan untuk tujuan eksploitasi sekéual. Bukit-
bukit Himalaya hingga ke kota-kota Eropé timur, ‘khususnya para wanita
dan gadis-gadis terkena daya tarik untuk masa depan dengan
mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pelayan
toko/restauran atau karyawati pabrik yang upahnya tingg?. Para trafﬁqkers
itu mencari korban-korbannya melalui tipuan iklan, pengiriman surat-surat
penawafan pekerjaan dan perkenalan-perkenalan sekilas.?! o

Pada waktu sampai tujuan para korban tersebut ditempatkan
dalam keadaan yang dikontrol oleh para pedagang Traffickers sementara
atau sambil mereka diperas untuk membayar sejumlah uang. Banyak
diahtara mereka yang dihukum secara fisik, dokumen-dokumen
perialanan  atau identitas dimusnahkan dan mereka atau keluarga
mereka diancam bila tidak mau bekerja sama.

Para wanita dan gadis-gadis yang dipaksa untuk bekerja sebagai |
pelacur itu diperas dengan ancaman bahwa para fraffickers itu akan
menceritakan pekerjaannya sebagai pelacur kepada keluarganya dan
keluarganya tidak akan selamat. Anak-anak dan perempuan yang

diperdagangkan itu sangat bergantung pada makanan, tempat bertedun

2 US Department of Justice, Trafficking in Persons Report, Washington, US
Department of Justice, June, 2002.

27



dan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka kepada para traffickers tersebut.
Para traffickers tersebut juga mempermainkan rasa takut para korbannya
bahwa para penguasa di negara asing tersebut akan menghukum atau
mengembalikan ke negara asal mereka apabila mereka minta
pertolongan, demikian pula dengan keselamatan keluarganya.

Perdagangan manusia pada saat.ini telah menjadi salah satu
bentuk daripada kejahatan transnasional yaitu kejahatan lintas negara
dan sudah menjadi issu global, akan tetapi karena kurangnya penelitian
secara sistematis mengakibatkan sulitnya data yang bisa dipercaya untuk
mengungkap adanya sindikat perdagangan manusia. Kejahatan lintas
negara ini berkembang dengan adanya globalisasi dan tehknologi yang
semakin canggih.

Globalisasi sebagai proses perubahan sosial yang tak
terhindarkan (change is not optimal) disamping membawa kemaslahatan
manusia di dunia dalam bentuk berbagai kenikmatan dan kemudahan,
ternyata juga menimbulkan mudarat yang bersifat eksesif dalam bentuk
kehancuran bagi nagara-negara yang tidak siap, perusakan lingkungan
hidup, runtuhnya tradisi-tradisi nasional yang bersifat partikularistik,
berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang bersifat transnasional
yang memanfaatkan alat transportasi, komunikasi dan informatika
modern dan sebagainya. Reaksi-reaksi keras yang terjadi terhadap
globalisasi yang dilakukan oleh NGO”S akhir-akhir ini, pada dasarnya

menuntut agar globalisasi juga menghormati supremasi hukum dan HAM.
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Globalisasi tidak hanya mengandung kesempatan emas (golden
opportunity), tetapi juga mengandung berbagai bahaya dan ancaman

bagi kehidupan manusia. %

Globalisasi tidak hanya bersifat kriminogen yang menimbulkan
bentuk kejahatan-kejéhatan lintas negara dan munculnya kejahatan-
kejahatan baru, tetapi juga memicu berkembangnya kejahatan
terorganisasi (organized crimes), bahkan yang bersifat transnasional
(organized transnational crimes). Problema yang ditimbulkan oleh
kejahatan transnasional semakin meningkat dan harus diwaspadai
karena dari berbagai riset nampak adanya kaitan erat antara kejahatan
terorisme, perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisasi,
sehingga oleh PBB bahkan dianggap sebagai fenomena yang
membahayakan keamanan dan stabilitas nasional dan internasiona!,
demokrasi dan tertib hukum serta HAM. 2

Kejahatan lintas negara (cross border crimes) baik yang bersifat
individual maimun terorganisasi dapat berupa:

“falsifications and counterfeiting, corruption linked to organized
crimes, diamond smuggling, loansharking, illegal trafficking in and
transporting migrant, money laundring, deceptive telemarketing
and internet fraud, missing and abducted children, terrorism
(relating to 12 international conventions), stolen vehicles and
vehicle fraud and car ringing, firearms, illegal immigration,

trafficking persons (women and child) for forced labour and
- prostitution, smuggling drugs and arms, bribery, arms smuggling,

2 Muladi, Hukum Positif Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintes
Negara, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi
Kejahatan Lintas Negara Diselenggarakan Oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN Departemen Luar
Negeri RePublik Indonesia, Semarang, 25 September 2001, hal 2.

' Ibid, hal 2 . :
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piracy, trafficking in illegal drugs, participation in and organized
criminal group, obstruction of justice, insurance fraud, illicit
manufacturing of and ftrafficking in firearms, their parts and
components and ammunition, illegal trafficking in explosives,
exploitation of the prostitution, illicit in endangered species of wild
flora and fauna, offences against cultural heritage, international
traffic in obscence pulications (pornography), echo crimes, theft of
nuclear materials, aggression, war crimes, crimes against
humanity, genocide, racial discrimination and aparteid, slavery,
taking vilian into hostages, interference of submarine cables, cyber
crime, cargo thefts, racketeering, fencing, white coflar crime,
computer crime.

Untuk membedakannya dengan kejahatan individual, kejahatan

terorganisasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1.

The group is characterized by a more or less hierarchis structure and
a more or less constant composition;

In the group a system of sanctions is in force (threats, illtreatment,
executions);

The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in
“legal activities (white washing);

more than one type of criminal acts are committed by the group;

the groups bribes civil servants and/or staff of private enterprises”

Di dalam Naples Political Decldration and Giobal Action Plan

against Organized Transnational Crimes yang disetujui oleh Sidang

Umum PBB 23 Desember 1994 kejahatan terorganisasi (transnasional)

yang dirumuskan sebagai berikut:

“....grups organization to commit crime; hierartical links or personal
relationship which permit leaders to control the group: violence,

24 Ibid, hal. 4
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intimidation and corruption used to earn prbﬁts or control territories
or markets; laundering or illicit proceeds both in furtherance of
criminal activity and to infiltrate the legitimate economy; the
potensial for expansion into any new activities and beyond national
borders; and cooperation with other organized transnational
criminal groups”

Dari sisi normative penegakan hukum ada usaha untuk

menyederhanakan definisi dari kejahatan terorganisasi (simplifying the

definition of criminal organization), agar supaya para penegak hukum
lebih flkesibel, mengingat definisi yang ada terlalu knminologis, terlalu
kompleks dan seringkali terlalu kompleks dan seringkali terlalu sempit.

Prof. Muladi mencontohkan Canada dimana perubahan yang dilakukan

antara lain mencakgp:

1. mengurangi jumlah orang yang disyaratkan untuk adanya organisasi
kriminal yaitu dari lima menjadi tiga orang; o

2. Jaksa tidak lagi diwajibkan untUk menunjukkan bahwa 'org'anisasi
kejahatan tersebut terlibat dalam pelaksanaan serangkaian kejahatan
untuk kepentingan organisasi tersebut selama lima tahun terakhir;

3. memperluas ruang lingkup kejahatan yang didefinisikan dalam
organisasi kejahatan dan meliputi semua kejahatan berat (all serious
crimes). Sebelumnya hanya mencankup “indicfable offenses” yang
dipidana maksimum lima tahun atau lebih. %

Ditingkat global, munculnya berbagai upaya masyarakat

internasional untuk membangun instrument internasional guna melawan

B Ipid hal 6.
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kejahatan lintas negara, didasari pada pengakuan bahwa masalah ini
telah menjadi ancaman serius. Untuk itu masyarakat internasional telah
mengambil langkah penting dengan menyepakati “The United Nations |
Convention Against Transnational Organized Crnmes”. Konvensi ini
mencerminkan kenyataan bahwa banyak negara telah mengakui
kejahatan lintas negara sebagai masélah,bersama yang memeriukan
kerja sama internasional untuk mengatasinya. Konvensi yang
. ditandatangani di Palermo [talia pada bulan Desember 2000 merupakan
instrumen PBB yang pertama yang bersifat mengikat (legally binding) di
bidang kejahatan. Konvensi yang dilengkapi oleh dua protocol yaitu
“protocol to prevent, Subpress and Punish Trafficking in Persons” dan
“Prthcol against the smuggling of Migrants by land, Air and Sea” telah
ditanda tangani oleh 124 negara. Sementara satu protocol lainnya yaitu
“Protokol against the illicit Manufacturing of or Trafficking in Firearms”
masih dalam proses negosiasi.*®

-.Pada dasamya konvensi ‘in'i dimaksudkan untuk mendesak
negara-negara yang belum memiliki peraturan yang memadai tentang
kejahatan lintas negara agar mengadopsi berbagai langkah komprehensif
dan mempersiapkan koordinasi kebijakan nasional lebih luas maupun

pendekatan legislative, administrative dan penegakan hukum terhadap

%Direktur  Kerja ~ Sama  Fungsional  ASEAN Departemen . _ Luar
NegeriRl, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Disampaikan pada Lokakarya Kerja Sana
ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara , Semarang 25 September 2001, hal 3.
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masalah kejahatan lintas negara guna memastikan upaya global yang
lebih efektif dan efesien. %’

Perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak
adalah merupakan kejahatan lintas negara, hal ini disebabkan, menurut
konvensi ini, suatu kejahatan dianggap bersifat lintas negara apabila:

1. terjadi lebih dari satu negara

2. melibatkan terjadi di sebuah negara tetapi sebagian penting
dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengawasan
berlangsung di negara lain

3. terjadi di éuatu negara tetapi melibatkan sebuah kelompok
kejahatan terorganisir yang terlibat dalam berbagai kegiatan
kriminal di lebih dari satu negara

4. terjadi disuatu negara tetapi memiliki efek penting di negara
lain.

Secara Konseptual, yang dimaksud dengan perdagangan
perempuan dan anak sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi
atau bisnis jasa pelayanan seksual, tetapi intinya meliputi aktifitas
perekrutan yang bemuansa penipuan atau paksaan, pemindahan
manusia dari satu tempat Ike tempat lain bisa antar pulau atau bahkan
lintas negara untuk tujuan eksploitasi. Dalam berbagai kasus anak-anak
yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan pada sector yang

berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir Narkoba, untuk kerja

21 Ibid, hal 3.
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paksa, pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban
eksploitasi seksual. dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun
dilkorbankan untuk para pedofil. Terkadang juga anak-anak di cﬁﬂk untuk
kepentingan adopsi atau bahkan tak jarang sebagian diantaranya
dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis. Yang
belakangan ini sering terjadi dalam bentuk organ tubuhnya yang sehat
diambil untuk di transplantasikan kepada orang-orang kaya yang
membutuhkan.

Secara lengkap menurut perspektif yang dikeluarkan PBB,
cakup_an' pengertian perdagangari perempuan dan anak pada dasamya
meliputi kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau
menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk
pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperda'ya
termasuk membujuk dan mengiming-iming) korban, menyalahgunakan
wewenang atau kekuasaan atau memanfaatkan ketidaktahuan,
keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya
perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima
pembayaran/imbalan untuk mendapatkén ijin/persetujuan dari-orang tua,
wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan
" tujuan untuk menghisap dan memeras (mengeksploitasi korban). %
Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan pros’_titusi

sendiri adalah bentuk tindakan kekerasan seksual untik melayani nafsu

B Perdagangan Manusia, www plasa.com diakses pada tanggal 17 Mei 2004.
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para hidung belang, dengan mempertukarkannya dengan imbalan, baik
berupa uang tunai atau in natura. Dalam kenyataannya juga eksploitasi
seksual bisa berupa-pemanfaatan untuk kegiatan pornografi, pencabulan,
jasa layanan seksual, dan praktek pedhofilia.

Sedikitnya .ada tiga unsur penting dibalik fenomena |
perdagangan dan eksploitasi seksual komersial. Pertama adanya praktek
penipuan dan pemaksaan terhadap korban dan keluarga korban, kedua,
memanfaatkan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban, ketiga
adanya eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana’
layaknya komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan sesuka hati. Seperti
. dika_takah Yayori Matsui dalam bUkunya Women in the New Asia : from
pain to power, bahwa dalam banyak kasus, perempuan dan anak yang
menjadi korban trafficking umumnya mereka tidak -berdaya karena
dikuasai para majikan mereka, mucikari dan begundalnya lewat
penipuan, ancaman, kekerasan, perkosaan, dan ketergantungan melalui
obat bius.?

Berdasarkan protocol PBB, Novemnber 2000, Trafficking terhadap
perempuan dan anak adalah rangkaian kegiatan dengan maksud
eksploitasi, meliputi kegiatan:

1. Penipuan atau bujukan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau
jabatan dengan maksud penggelapan atau penculikan seseorang

dengan tujuan eksploitasi;

» Lihat Yayori Matsui, Woman in the New Asia: From Pain To Power (Zed Books
Ltd,1999) .
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2. Ancaman, paksaan atau penculikan atau bentuk-bentuk lain dari
penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menguasai seseorang
dengan maksud eksploitasi;

3. Perekrutan (rekruitmen) sesorang sejak dari tin_gkgt keluarga rdan
lingkungan masyarakat dengan cara memberi atau menerima
pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persétujuan
seseorang;

4. Memindahkan transportasi atau mengirim menyerahkan kepada
pihak/orang lain, sampai ketempat tujuan;

5. Penampungan sementara atau penampungan ke tempat tujuan.3°

Perdagangan manusia merupakan bentuk.kejahatan yang terorganisir

dan maka dari itu haruslah dibahas dengan menggunakan kekuasaan-
kekuasaan kejahatan untuk menyelidiki dan menghukum para pelanggar.

PBB juga méndirikan suatu kerangka bagi kerja sama Internasional,

termasuk juga berbagai macam bentuk bantuan dalam mengarahkan

penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan-penuntutan dan provisi bagi
ekstradisi bagi pelanggar.

Bagaimana  perbedaan “perdagangan manusia” dengan
penyelundupan migrant?. Dalam beberapa hal maka perdagangan

manusia disejajarkan dengan penyelundupan migrant, dimana subjek dari

30 perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut telah mengambil langkah ke depan yang sangat
penting dalam mengkoordinasi respon internasional terhadap perdagangan gelap. Pada tanggal 15
November 2000, Sidang Umum PBB telah mengadopsi suatu paket /peralatan sarana melawan
berbagai macam bentuk perubahan kejahatan yang terorganisir termasuk Konvensi PBB melawan

perubahan kejahatan yang terorganisir dan protocol untuk mencegah, menekan dan
menghukum perdagangan gelap manusia, Perdagangan Manusia, www.google.com,
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protocol PBB sendiri menyangkut memerangi penyelundupan migrant
melalui darat, laut dan udara, akan tetapi terdapat pula sejumlah -
perbedaan penting.

Dalam protocol PBB dikatakan bahwa penyelundupan migrant
seringkali diIakukan. dalam kondisi yang berbahaya dan merendahkan
derajat, melibatkan para migrant yang telah menyetujui pada
penyelundupan itu. Para korban perdagangan manusia, dilain pihak tidak
pernah menyetujui atau apabila pada permulaannya menyetujui, maka .
persetujuan itu telah diberikan tanpa arti karena penipuan, tipu daya, atau
tindakan-tindakan/cara-cara memaki dari para pedagang manusia
tersebut.

Perbedaan mendasar yang lain yaitu bahwa penyelundupan
berakhir dengan kedatangan atau tibahya para migrant tersebut ditujuan,
- sementafa perdagangan maﬁusia melibatkan/menyangkut  terus
berlangsungnya eksploitasi dari para korban dalam berbagai macam cara
untuk menghasilkan- keuntuhgan-keuntungan tidak syah bagi para
penyelundup tersebut juga cenderung memberikan pengaruh yang lebih
parah/buruk dan perlindungan yang lebih besar dari perulangan kejadian
atau menjadi korban sampai dua atau tiga kali dan bentuk-bentuk yang
lain dari kesewenang-wenangan lebih jauh dibandingkan dengan

penyelundupan migrant.
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bisa terjadi dengan mengabaikan apakah para korban dipindah ke negara
lain atau hanya. dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Radhika |
Coomaraswamy mengingatkan  untuk .tid'ak mencampuradukkan
perdagangan rﬁanusia dengan migrasi illegal. Sementara semua
perdagangan pérempuan adalah illegal (atau seharusnya demikian),
belum tentu semua migrasi illegal adalah identik dengan perdagangan
manusia. Point ini relevan bagi para buruh migran indonesia yang
mayoritas pergi ke luar negeri tanpa dokumen resmi dan, dengan
demikian secara tehnis merupakan migrasi illegal. Walaupun ada
kecenderungan' untuk memberi penekanén péda perdagangan manusia ”
yang melintasi batas negara, perlu dicatat bahwa gejala ini juga terjadi di
dalam negeri sendiri, antara satu wilayah ke wilayah lain.
1. Kondisi dan Situasi Perdagangan Perempuan dan Anak di Dunia
Internasional |

Selama dasa warsa (10 tahun) terakhir, perdagangan perempuan
dan anak telah mencapai suatu péningkatan yang drastis. Tidak ada satu
negarapun yang kebal atau berhasil memberantas adanya perdagangan
perempuan dan anak tersebut. Pencaharian kerja atau perburuhan untuk
bekerja di negara ésing bisa terjadi karena perbedaan kondisi ekonomi
yang sangat mencolok, angka penganggUran yang tinggi dan
perpecahan dari kehidupan tradisional. Para traffickers memandang

kecilnya resiko dan dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar
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dengan mengambil keuntungan dari potensi migrant dalam jumlah yang
banyak.*

Berdasarkan pada sebagian dari laporan resmi terdapat kira-kira
900 ribu orang pertahunnya yang sebagian besar adalah wanita dan
anak-anak perempuaﬁ remaja penduduk dari negara miskin atau negara
yang dilanda krisis telah di selundupkan ke negara lain khususnya ke
Eropa Barat. Mekipun laporan tidak remi menunjukkan angka yang lebih,
tetapi realitanya ialah sebagian besar dari korban perdangan ini adalah
terdiri dari perempuén dan anak-anak.*?

Negara seperti qunia Herzegovina, Albania, Kosovo, Rumania
dan_MoIdova merupakan pusat terbesar penyelundupan wanita ke Eropa ,
Barat. Angka yang mencemaskan penyelundupan 500 ribu wanita dan
perempuan remaja ke negara Perancis, Italia, Belgia, Hollandia dan
Inggris memperlihatkan betapa besarnya paerdagangan perempuan dan
anak ini yang disaksikan oleh Eropa pada abad ke-21. Meskipun Iap'oran
tidak resmi menunjukkan angka lebih tetapi realitanya yang menjadi
- korban adalah perempuan dan anak-anak.*

Perdagangan perempuan dan anak ini merupakan kejahatan
dimana para korban dipindah dari suatu lingkungan atau kondisi yang
miskin ke lingkungan yang mewah atau berlebih, dengan keuntungan

yang mengalir pada arah yang berlawanan, suatu pola yang seringkali

32 www.Human traff.com.

3 Perdagangan Manusia Masalah Global, www.google.com, diakses pada tanggal |7
Mei 2004. '

% Perdagangan Wanita di Eropa Tengah dan Eropa Timur, www2.dw-
world.de/Indonesia/panorama/1.60930.1, diakses pada tanggal 17 Mei 2003,
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berulang pada tingkat-tingkat domistik, regional dan global sangat bisa
dipércaya bahwa pertumbuhan yang paling cepat terjadi di central dan
bagian Timur Eropa dan bekas negara Uni Soviet. Di Asia gadis-gadis
dari desa-desa di Nepal dan Bangladesh, dimana kebanyakan usianya
dibawah 18 tahun telah dijual ke rumah-rumah pelacuran atau lokalisasi |
di India dengan harga $1000.%

Demikian pula banyak wanita dari negara-negara Eropa Tengah
dan. Timur menjadi korban perdagangan manusia. Beberapa tahun yang
lalu wanita Asia yang sering diiming-iming untuk bekerja di Jerman,
namun akhirnya dipéksakan untuk bekerja sebagai pekerja seks ilegal di
Jerman. Kini polisi Jerman sering menciduk wanita dari Eropa Tengah
dan Eropa Timur, yang diduga menjadi korban organisasi kriminal yang
dengan janji kosong membawa mereka ke Jerman. Sejak lama Jawatan
Kriminal Jerman di Wiesbaden bekerja sama dengan negara
bersangkutan. Terutérna kini dengan Lituania, di mana perdagangén
manusia sedang marak. Pada tahun 2002 Jawatan Kriminal Jerman di
Wie_sbadeﬁ mencatat seluruhnya 811 korban perdagangan manusia. 15
- pérsen di antaranya berasal dari Lituania.*®

Sementara ini Lituania menduduki tempat teratas dalam soal
kejahatan .perdagangan manusia di Jerman, berdasarkan jumlah
penduduk wanita antara usia 15 dan 30 tahun di Lituania. Menurut

pemimpin jawatan kriminal, Karl Morbel, tentu saja kejahatan tsb ada

3 Ibid,
3 Ibid.
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kaitanhya dengan situasi ekonomi, dan letak geografisnya yang dekat
dengan barat Ni Litiania konsumerisme mulai merebak, namun tidak
setiép warga dapat ikut menikmati barang-barang mewah itu. Dari
seluruhnya 811 korban perdagangan manusia, sekitar 595 orang
memang senéaja direkrut. 318 orang adalah korban iming-iming, dan 230
wanita direkrut dengan cara profesional. 37

Pada 94 wanita digunakan kekerasan ketika merekrut mereka, dan
168 wanita memang setuju untuk dijadikan pekerja seks. Jawatan
Kriminal Jerman bekerja sama dengan berbagai jawatan dan organisasi
di negara bersangkutan. Sebab banyak orang tidak mengetahui masalah
tsb. Karenanya Jawatan Kriminal bekerja sama, misalnya dengan
Lembaga Kerjasama Teknik GTZ, juga dengan kepolisian, kejaksaan dan
organisasi non-pemerintah, guna menyadari masyarakat setempa;t dan
memberikan penyuluhan.®® o

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang secara
langsung membawa dampak yang parah terhadap para korban.
Karenanya diperlukan kerjasama yang erat berdasarkan kepercayaan
penﬁh , guna merﬁberikan penerangan dan kesadaran kepada para
wanita tentang kemungkinan bahaya yang mengancam. Tidak semua
wanita yang dibawa ke Jerman adalah wanita yang baik. Tentu ada juga
pekerja seks yang memang ingin pergi ke barat untuk mencari uang.

Tetapi mereka tidak tahu bahwa di Jerman mereka diperlakukan seperti

3 Ibid,
38 Ibid.
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budak. Sementara ini 87 persen dari semua korban berasal dari Eropa
Tengah dan Eropa Timur. Di antaranya banyak wanita Rusia. Sebagian
juga berasal dari Latvia. *°

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 200.000 anak-anak
dijadikan budak oleh penyelundupan antar perbatasan (negara) atau
tapal batas di Afrika pusat dan Afrika Barat. Anak-anak itu seringkali telah
dijual oleh para orang tua mereka yang percaya anak-anak mereka akan
dipelihara dengan baik-baik disekolahkan atau diajari berdagang.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Asia, seperti di
Thailand dan Filipina telah meningkat dengan tajam setelah digabung
oleh para perempuén dari negara-negara iain di Asia Tenggara. Europol
memperkirakan bahwa.industri tersebut sekarang ini bernilai beberapa
billion dolar. Perdagangan perempuan dan anak tersebut tidak terbatas
pada industri sex. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan secara
gelap untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik atau perkebunan-perkebunan
dengan upah sangat rendah sebagai buruh kontrakan dan para pria
bekerja secara tidak legal atau resmi di tempat-tempat yang dikenal
dengan sebutan ‘three D-Jobs” yaitu Dirty/kotor, Difficult/sukar, dan
Dangerous/berbahaya. lLaporan CIA terakhir memperkirakan bahwa

antara 45.000 hingga 50.000 wanita dan anak-anak di bawa ke Amerika

3 Ibid,
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Serikat setiap tahun dan dipaksa kerja sebagai pelacur, buruh-buruh yang
diperlakukan dengan kasar atau pramuwisma atau pelayan.*

Demikian pula banyak wanita dari hegara-negara Eropa Tengah
dan Timur menjadi korban perdagangan manusia. Beberapa tahun yang
lailu wanita Asia yéng sering diiming-iming untuk bekerja di Jerman,
namun akhirnya dipaksakan untuk bekerja sebagai pekerja seks ilegal di
Jerman. Kini polisi Jerman sering menciduk wanita dari Eropa Tengah
dan Eropa Timur, yang diduga menjadi korban organisasi kriminal yang |
dengan janji kosong membaWa mereka ke Jerman. Sejak lama Jawatan
Kriminal Jerman di Wiesbaden bekerja sama dengan negara
bersangkutan. Terutama kini dengan Lituania, di mana, perdagangan
manusia sedang marak. Pada tahun 2002 Jawatan Kriminal Jerman di
Wiesbaden mencatat seluruhnya 811 korban perdagangan manusia. 15
persen di antaranya berasal dari Lituania. '

Sementara ini Lituania menduduki tempat teratas dalam soal
kejahatan perdagangan manusia di Jerman, berdasarkan jumlah
penduduk wanita antara usia 15 dan 30 tahun di Lituania. Menurut
p'emimpin jawatan kriminal, Karl Mérbel, tentu saja kejahatan fsb.ada
kaitannya dengan situasi ekonomi, dan letak geografisnya yang dékat
dengan barat. Di Lituania konsumerisme mulai merebak, namuh tidak
setiap warga dapat ikut menikmati barang-barang mewah itu. Dari

seluruhﬁya 811 korban perdagangan manusia, sekitar 5§95 orang

0 Ibid.
4 Ibid.
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memang sengaja direkrut. 318 orang adalah korban iming-iming, dan 230
wanita direkrut dengan cara profesional.*?

Pada 94 wanita digunakan kekerasan ketika merekrut mereka, dan
158 wanita memang setuju untuk dijadikan pekerja seks. Jawatan
Kriminal Jerman bekerja sama dengan berbagai jawatan dan organisasi
di negara bei.ungkwian. Sebab banyak orang tidak mengetahui masalah
tsb. Karenanya Jawatan Kriminal bekerja sama, misalnya dengan
Lembaga Kerjasama Teknik GTZ, juga dengan kepolisian, kejaksaan dan
organisasi non-pemerintah, guna menyadari masyafakét setempat dan
memberikan penyuluhan.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yahg secara
langsung membawa dampak yang parah terhadap para korban.
Karenanya diperlukan kerjasama yang erat berdasarkan kepercayaan
penuh , guna memberikan penerangan dan kesadaran kepada para
wanita tentang kemungkinan bahaya yang mengancam. Tidak semua
wanita yang dibawa ke Jerman adalah wanita yang baik. Tentu ada juga
pekerja seks yang memang ingin pergi ke barat untuk mencari uang.
Tetapi mereka tidak tahu bahwa di Jerman mereka diperlakukan seperti
budak. Sementara ini. 87 persen dari semua korban berésal dari Eropa
Tengah dan Eropa Timur. Di antaranya banyak wanita Rusia. Sebagian

juga beraral dari Latvia.
T

2 Ibid,
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Namun di waktu belakangan juga terdapat banyak wanita Bulgaria.
Sebab sejak 2001 warga Bulgaria dapat masuk ke Jerman fanpé visa.
Sejak itu jumlah wanita Bulgaria yang dipaksakan untuk melakukan
prostitusi di Jerman, meningkat pesat, tidak hanya di Jerman, melainkan
juga di banyak negara barat lainnya. Karena itu Jawatan Kriminal Jerman
juga mengadakan kerjasama dengan para rekannya di Belanda, Belgia,
dan Inggris. Sebab organisasi perdagangan manusia dari Bulgaria tidak
hanya aktif di Jerman, meléinkan juga di negara-negara yang disebut
tadi. Kini Jawatan Kriminal Jerman bersama-sama dengan kepolisian
Bulgaria berusaha untuk memberantas perdagangan perempuan dan
anak.

Dalam banyak kasus, pola-pola perdagangan perempuan dan
anak juga berhubungan atau berkaitan dengan situasi konflik misalnya
para pejuang atau pemberontak atau bahkan para petugas perdamaian
menciptakan sebuah pasar untuk pelayanan-pelayanan bagi para korban
dan pengaruh dari konflik-konflik tersebut telah merusak atau mengurangi
kapasitas penegakan hukum. Sebagai suatu bentuk kejahatan yang
terorganisir, maka perdagangan perermpuan dan anak juga dapat
mengancam lajunya pembangunan dan penegakan hukum seperti
keuntungan-keuntungan yang tidak legal digunakan untuk korupsi,
kegiatan kejahatan-kejahatan yang lain dan dalam beberapa kasus
terorisme. Bantuan, dukungan dan rehabilitasi para korban tersebut juga

merupakan masalah yang sangat menonjol, khususnya di negara-negara
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asal atau sumber dimana sumber daya manusia biasanya sangat
terbatas dan dalam kasus perdagangan manusia, anak-anak tersebut
maka kebutuhan akan hal itu sangat mendesak.

Sebagai tambahan, meluasnya wabah HIV/AIDS diantara para
korban perdagangan perempuan dan anak dalam dunia pelacuran
tersebut membuat korban mendukung dan repatriasi isu kesehatan
publik. Perlakuan terhadap para korban sebagai suatu komoditas juga
merupakan suatu kekerasan/pelecehan dari hak-hak yang paling dasar
mereka untuk kemerdekaan/kebebasan otonomi dan keluhuran
kemanusiaan.

Meskipun pe[anggaran-pelanggaran ini melibatkan para pedagang
gelap, namun penting kiranya bagi negara-negara untuk merespon atau
menanggapi hal itu agar bisa menurunkan/mengurangi kerugian para
korban karena perdagangan gelap tersebut dimana mungkin dan pada
tingkat minimum agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Tindakan
melawan perdagangan manusia juga harus menghormati hak-hak yang
paling mendasar dan prosedural dari para tertuduh (yang dianggap telah
melakukan perdagangan tersebut®

Perdagangan perempuan dan anak sebagian telah dipelihara oleh
keadaan atau perbedaan social ekqnomi yang yang sangat menonjol
sehingga menciptakan suatu penyediaan para korban yang ingin menjadi

migrant dan tuntutan pelayanan seksual dan pelayanan-pelayanan yang

“ Lihat Website, www.google.com dalam wacana Fact Sheet on Human Trafficking,
diakses pada tanggal 17 Maret 2004,
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lain sehingga memunculkan perdagangan perempuan dan anak tersebut.
Penjeraan dan hukuman-hukuman kejahatan merupakan elemen-elemen
yang sangat penting, akan tetapi kondisi-kondisi yang menyebabkan
timbulnya hal tersebut (kejahatan) juga sangat penting yaitu informasi
publik untuk memobilisasi dukungan akan tegaknya hukum yang efektif,
meningkatkan kesadaran merupakan kunci penegakan hukum.
2, Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak Di Dunia
internasional

Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak seperti
yang telah diuraikan sebelumnya adalah merupakan suatu perbudakan
modern bahkan PBBpun mengecam adanya perdagangan perempuan
dan anak tersebut dengan dikeluarkannya protocol pencegahan. Dalam
protocol tersebut dikemukakan definisi yang secara subtansial lebih rinci
dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protocol, yaitu protocol
untuk mencegah, memberantas dan menghukum para traffickers dengan
maksud untuk memperiakukan atau menggunakan kekerasan atau
bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, penipuan, kchrangan dan
penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifaitnya mudah
atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau kéuntungén-
keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol
terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan. Pémérasén
harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelé¢ui‘an dari

orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja
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atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-

praktek yang sama terhadap perbudakan atau praktek-prakiek yang

sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ

tubuh.

Dari uraian diatas maka bentuk-bentuk perdagangan perempuan

dan anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1.

© N 2

Adopsi/pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur atau
diperjualbelikan kepada warga negara sendiri atau warga negara
asing;

Pemerasan pengantin khususnya mempelai perempuan atau
permintaan dari t\empat—tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrakan;
Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obat terlarang;
Anak-anak yang dipekerjakan di perkebunan;

Eksploitasi pedophilia seksual;

Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa;

Pornografi perempuan dan anak;

Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pengemisan atau
meminta-minta di jalan

Mempekexjékan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan

pelacuran.®’

3! Lihat pada Rachmad Syafaat et all, Dagang Manusia (Kajian trafficking terhadap

perempuan dan anak di Jawa Timur),lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hal 14.
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Menurut Radhika Coomaraswamy, pelapor khusus PBB tentang
kekerasan terhadap perempuan bentuk-bentuk perdagangan perempuan
dan anak berupa:
1. Prostitusi dan kerja paksa;
2. Pekerja Rumah Tangga;
3. Buruh Manual/industri;
4. Perkawinan, adopsi/hubungan dekat lain.
B. PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA
Perdagangén manusia terutama yang terjadi pada perempuan
dan anak, laksana gunung es. Di permukaan angkanya rendah, tetapi jika
ditelusuri lebih jauhangkanya sangat tinggi. Sulit sekali memperkirakan
secara pasti angka kasus perdagangan manusia yang pernah terjadi
disamping penanganan terahadap korban perdagangan manusia di
Indonesia masih belum terkoordinasi karena berkaitan dengan
permasalahan beberapa departemen terkait.
1. Situasi dan Kondisi Perdagangan Perempuan dan Anak di
Indonesia
Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara
yang tidak memenuhi standard dalam upaya memerangi kejahatan
terorganisir, sebagai upaya penghapusan perdagangan rnanusia secara
serius.* Jika ditelaah, meningkatnya perdagangan manusia beberapa

tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di

“ Berapa Angka Trafficking di Indonesia? www.nakertrans.net.com, diakses pada
tanggal 17 Maret 2004,
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Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara
yang ﬁdak memenuhi standard dalam upaya memerangi kejahatan
terorganisir, sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara
serius.* Jika ditelaah, meningkatnya perdagahgan manusia beberapa
tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di
Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan
semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup.

Dalam benelitian ditemukan oleh Prof. Harkrstuti, mengenai
laporan terhadap perdagangan manusia, bahwa perdagangan manusia di
indonesia tidak terbatas lpada golongan usia ataupun jenis kelamir
tertentu saja. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diberdleh;
yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada
dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan
maupun lani-laki Akan tetapi memang dalam kenyataannya data laki-laki
.dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia ini tidak banyak data
perdagangan manusia yang korbannya adalah perempuan dan anak-
anak.

Mafaknya kasus perdagangan manusia di Indonesia,
menimbulkan keprihatinan tersendin bagi kita, Berbagai kasus
perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di
media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh sejumiah penelitian menunjukkan betapa kasus

“ Berapa Angka Trafficking di Indonesia? www.nakertrans.net.com, diakses pada
tanggal 17 Maret 2004,

50



perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak
membutuhkan perhatian yang serius.
Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia
tersebut diketahui digunakan untuk Prosti_tusi,. Pomografi, 'pengemisan
dan pembantu rurﬁah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah
pélanggaran nyata atas hak asasi ménusia yang mendésar, bersifat
kompleks dan multi dimensi baik yang dilakukan secara terang-terangan
maupun terselubung. Dari hasil laporan dan paparan data dari berbagai
sumber terungkap:*° |
1. Dari laporan UNICEF ‘tahun 1998, diperkirakan jumiah anak yang
tereksploitasi seksual atau dilacurkan mencapai 40.000 s/d 70.000
anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilgyah Indonesia. Jumlah
pasti tidak diketahui, Farid (1999) mémperkirakan sekitar 30% dari
seluruh jumlah pelacur yang ada adalah anak perempuan berusia
kurang dari 18 tahun. |

2. Berdasarkan laporan media massa, angka perkosaan anak adalah
60% dari jumlah-jumiah kasus perkosaan. Kasus ini terjadi hampir di
semua propinsi, dimana mayoritas korban adalah anak perempuan.

3. Kasus Sodomi yang dilakukan oleh Pedofilia juga telah terjadi. Korban
Sodomi yang banyak diberitakan melalui media massa, umumnya
terjadi »pada anak laki-laki berusia antara 9-12 tahun. Penderita

Pedofilia pada umumnya bersikap santun, merupakan upaya tipuan,

* www.google.com.,Op. Cit.



terutama pada anak-anak banyak orang tua korban terkecoh tanpa
curiga sedikitpun. Ancaman yang ringan pada anak-anak dengan
sedikit iming-iming sudah cukup efektif untuk menutup perbuatan iblis
pelaku pedofilia hingga 4 bulan sampai 8 tahun lamanya. Celakanya,
terbongkarnya kasus-kasus Sodqmi tersebut diketahui secara
kebetulan, bukan karené delik pengaduan, dan korban anak-anakpun
sudah terjadi. Sehingga upaya pencegahan sulit dilakukan.

. lndonesia menjadi target altémaﬁf untuk turisme seks anak (child sex
tourism) .dan jaringan Paedofilia Intemnasional telah menyusup di
berbagai negaré. Dari hasil penelitian Universitas Udayana-Bali,
diketahui bahwa jaringan tersebut telah menyusup pula di indonesia,
diantaranya diidentifikasi di daerah Karangasem-Bali.

. Tingkat pendidikan kepala keluarga 49% tamat SD dan SLTP Yahun
1995, perempuan yang buta huruf 12%, laki-laki 10% (UNICEF 1999).
Presentase penduduk yang buta huruf untuk umur 10-14 tahun
1_,.I51%, sedangkann umur 15-19 tahun 1,94% (Susenés 1999)
Gambaran tentang perekonomiam keluarga 83% keluarga di
perkotaan dan 98% keluarga di pedesaan membelanjakan kurang dari
Rp. 5000,- perhari (UNICEF 1999)

. Tahun 1999, sekitar 26,01% perempuan melangsungkan perkawinan
dini yaitu berusia kurang dari 17 tahun (Susenas 1998-1999)

. Sekitar 3,7% dari. 32,2 juta keluarga di Indonesia adalah pasangan
remaja di bawah usia 20 tahun (BKKBN 1997)
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9.

Belum ada d-at'a yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan
hak-hak kebebasan anak, plan International (1998) terhadap 400 anak
balita dari 58.000 populasi, ternyata baru 26% anak yang memiliki
akte kefahiran. Kondisi demikian mendorong pemalsuan umur ketika

pembuatan KTP, perkawinan usia muda dan lain-lain.

10.Inwanto  et.all,(1997), dalam setiap perdagangan anak - selalu

11

terkandung unsur penipuan, kekerasan, ancaman,eképloitasi, atau
pemberian hutang dengan jaminan anak. Masuknya anak kedalam
dunia pelacuran diketahui karena kasus penipuan oleh teman,
séudara, orang lain aﬁu agen maupun oleh orang tuanya sendin‘. Di
déerab’ sumber anak-anak perempuan tefah dipersiapkan sejak kecil
untuk diperdagéhgkan.'Sebagian terpaksa oleh keadaan misalnya:
membiayai pehgobatan orang tuanya atau membantu membiayai
kebutuhan adik-adiknya karena orang tuanya telah meninggal, serta
makin tingginya permintaan (demand) masyarakat._ Selain tidak
mendapatkén periindungan, akses mereka terhadap berbagai jenis
pelayanan sangat kurang.* |
Léporan yang disampaikan oieh Kepolisian Republik .Indor_\esia tahun
2000 tercatat 1.683 kasus perdagangan perempuan dan anak melalui

jalur gelap.*’

% Lihat dalam website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik

Indeonesia 2002,

¥ Irma Alamsyah D. Putra, Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan

Perdagangan Perempuan Anak, Makalah disampaikan pada kegiatan Persiapan Penyusunan
RUU Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Deputi bidang Pengembangan dan
Informasi Kemenyerian Peberdayaan Perempuan, Jakarta, 30 September 2000.
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Sebagai dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia,
Khususnya ekonomi, mengakibatkan kasus perdagangan perempuan dan
anak terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung,
Medan, Pontianak, Bali, Makasar, Manado dan Padang. Hasil seminar
lllegal Migration and Trafficking in Woman and Children menunjukkan
bahwa pada tahun 1999, terjadi 1,712 yang dilaporkan ke Kepolisian dan
diteruskan ke Pengadilan sejumiah 1.390. Sedangkan pada tahun 2000
dari 1.683 kasus yang dilaporkan ke pengadilan.*®

Laporan dari Malaysia, di wilayah perbatasan negara tetangga
Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang
berasal dari Indonesia dari sejumiah 6.809 Orang yang terlibat dalam
kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks
(data tahun 1999 dan 2000). Sedangkan dari hasil pemantauan yang
disampaikan oleh U.S. Departemen of State bahwa dari sejumiah buruh
migrant terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan
anak yang berasal dari Indonesia.*®

Sedangkan berdasarkan penelitan dan data dari kantor
pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2002 terdapat sekitar 165.000
pekerja seks komersial (PSK), dimana 30% atau 49.500 PSK adalah
anak-anak 18 tahun. Namun jumlah sebenamya bisa lebih besar,
mengingat banyak PSK yang berada di tempat-tempat tertentu dan tidak

terdata. Data tersebut menyebutkan pula sejumlah daerah pemasok

8 Racmad Syafaat.et.,all. Op.cit, hal 8.

4 Racmad Syafaat. et. all Ibid.
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anak-anak untuk kegiatan Prostitdsi semacam Jawa Tengah, Jawa Timur,
Larhpung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi
Utara dan tengga;a.

Sedangkan daerah yang menerima pasokan Prostitusi anak-anak
adalah kota-kota besar semacam Baﬁdung, Surabaya, Denpasar, Medan,
Riau,/Batam, Ambon, Menado, Makasér dan Jayapura. Bahkan mereka )
sampai ke mancanegara hingga Singapura, Malaysia, Taiwan dan
Jepang. Kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk
dalam kategori ke tiga yakni kategori berbahaya, hal ini disampaikan oleh
Menteri Pemberdayaan Perempuan5°. Untuk menanggulangi masalah
perdagangan pérempuan dan anak, pemerintah indonesia harus
rﬁelakukan berbagai upaya, baik ya'ng bersifat praktis maupun strategis.
Upaya yang saat ini dipersiapkan pemerintah Indonesia melalui kantor
Meneg Pemberdayaan Perempuan adalah Merancang sebuah Rencana
Aksi Nasional Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak
serta RUU Pemberantasan Perdagangan perempuan dan anak di
Indonesia.’*

Permintaan pasar yang rﬁenjanjikan uang cukup besar, telah

membuat sebagian orang tua tergiur dan' menjual anaknya kepada calo

* Racmad Syafaat. et.,all.Ibid, |
*Meneg Pemberdayaan perempuan Sri Rejeki Sumaryoto dalam- pidatonya di
Pembukaan Diklat Tehnis Pengarusutamaan Jender di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah,
Semaran%, Minggu 14 April 2002. Untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.
! Media Indonesia, Afasi Perdagangan Anak Lintas Negara: Meneg PP Siapkan RUU
Trafficking, 26 Februari 2002 .
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pelacuran. Disisi lain kondisi ini, karena kondisi keluarga yang sangat

kekurangan, terdapat pula hasil studi yang mengungkapkan bahwa

keluarga miskin tersebut didorong pula oleh tradisi masyarakat setempat
untuk menjual kepada calo pelacuran. Berikut data mengenai
perdagangan gelap anak dalam bisnis prostitusi:

1. Sebuah studi kecil, menurut Gita Lingga Humas ILO perwakilan
Jakarta, anak-anak yang dilacurkan umumnya diperdagangkan oleh
kerabat sendiri. Bahkan pada tahun 1997 di suatu desa di Jawa Barat
menunjukkan keterlibatan masyarakat baik formal maupun informal
dalam perdagangan prostitusi anak.

2. Hasil kajian ILO menunjukkan anak-anak yang diperdagangkan
dipekerjakan dalam bisnis pelacuran mereka kerap kali dijadikan
pengemis, pembantu rumah tangga, dimanfaatkan dalam
perdagangan Narkoba yang bersifat eksploitatif

Masalah kawin muda masih terjadi di beberapa daerah. Keinginan
orang tua segera mengawinkan anaknya dalam usia muda dapat
mendorong perceraian karena anak belum siap dan kemudian mengarah
pada komersial seks, dalam keluarga anak perempuan juga diperlakukan
dendgan posisi terendah. Anak-anak perempuan biasanya harus
mengalah berhenti sekolah dan membantu orang tua dibanding anak laki-
laki jika terjadi situasi tersebut.

Sangat disayangkan data tersebut berbeda dengan data yang

ditemui di instansi pemerintah yang lain. Menteri negara Pemberdayaan
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Perempuan Sri Rejeki Sumarjono mengungkapkan, misalnya bahawa
sekitar 150.000 perempuan menjadi korban perdagangan perempuan
dana anak di Indonesia.’? Mengacu pada data yang lain, wakil Gubernur
Jawa Timur menyebut angka perdagangan perempuan dan anak di Jawa
Timur menyebut angka perdagangan perempuan dan anak di Jawa Timur

sebanyak 309.000 orang pada tahun 2000.%

2, Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia
Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat
beragam namun secafa realita sama dengan perdagangan perempuan
dan anak yang terjadi di negara Eropa. Namun untuk memudahkan
identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat
dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat, bahwa
bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di
Indonesia seperti:
1. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjual belikan
kepada warga sendiri/warga negara asing.
2. Pemesanan kemanten/mempelai pérempuan atau permintaan dari

tempat-tempat tertentu untuk dijadikén isteri kontrakan.

2 Berapa Angka Perdagangan Manusia, www.nakertrans net.com, diakses pada

tanggal 17 Mei 2003.

53 Konsorsium Perlindungan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan 1-
1,5 juta dari 4 juta burvh migran Indonesia adalah korban perdagangan
manusia, www,icmc.net/docs/en/programs/Indonesia prg 5. Diakses tanggal 17 Mei 2003.
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3. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang.

4. Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan.

5. Eksploitasi Pedophilia seksual.

6. Pomografi perempuan dan anak.

7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja apaksa.

8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan
atau meminta-minta dijalanan.

9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan
pelacuran.®

Demikian pula menurut penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas

Perempuan, bahwa bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak

berdasarkan dari kasus;kasus yang ditemui perdagangan perempuan dan

anak bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan/perdagangan seks,

tetapi juga mencangkup bentuk-bentuk sebagaimana yang dikemukakan

oleh Rachmad Syafaad. o

3. Jaringan Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonésia

Jaringan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sangat
beragam, tergantung lokasi dan jénis kegiatan yang digeluti. Berdasarkan
dari hasil pénelitian irawan, dkk pada tahun 2001, terdapat beberapa

daerah kota-kota besar indonesia yang rawan terhadap perdagangan

> Rachmad Syafaat, 2003, Op., Cit., hal 14.
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anak yaitu: Jakarta, Batam, Bali dan Medan. Pola perdagangan
perempuan dan anak tersebut terdiri dari berbagai tipe yaitu:*°

1. Perdagangan anak dilacurkan;

2. Perdagangan anak untuk dijadikan pengemis;

3. Perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah tangga;

4. Perdagangan anak untuk dipekerjakan sebagai buruh;

Secara umum jaringan atau daerah yang terkait dengan pengirim,
penerima dan transit untuk perdagangan perempuan dan anak ini daerah
pengirim adalah daerah asal korban. Daerah pengirim cenderung
merupakan daerah yang minim dan biasanya merupakan daerah
pedesaan yang relétif miskin. Daerah penerima, daerah dimana para
korban dikirim. Tujuan tertentu mempunyai ciri-ciri frafficking misalnya
kerja seks secara paksa, Batam, Jakarta, Bali, Surabaya, Papua dan
daerah lainnya dimana industri seks dan pariwisata ditemukan di
Indonesia. Pembantu Rumah Tangga terdapat di semua-daerah kota
besar di Indonesia, pengantin pesanan (negara Taiwan), penari budaya
(negara Jepang), Indonesia sebagai negara penerima (ada beberapa
bukti para perempuan juga di perdagangkan ke Indonesia dari Asia dan
Eropa untuk bekerja di Industri seks.*®

Daerah transit, daerah yang dilewati para korban sebelum sampai
ketempat tujuan. Kebanyakan daerah transit, daerah yang memiliki

pelabuhan, bandara, terminal transportasi darat yang besar dan daerah

%5 Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia, Op., Cit.

% Dalam Menilik Perdagangan Perempuan dan Anak, www.waspada.com diakses
pada tanggal 17 Maret 2004,
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perbatasan internasional. Indonesia adalah sumber, tempat transit dan
tujuan trafficking perempuan dan anak baik untuk keperluan domistik
maupun internasional. Untuk keperluan domestik kebanyakan korban
berasal dari Sumatera (Medan, Belawan, Binjai, Palembang, Pariaman,
Lampung), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Bandung, Cirebon,
Karawang, Indramayu, Kuningan, Garut, Sukabumi), Jawa Tengah
(Semarang, Jepara, Pati, Purwadadi, Gorobongan, Solo, Boyolali.
Wonogiri, Pemalang, Pekalongan, Banyumas, Banjamegara), Jawa Timur
(Jember, Banyuwangi, Situbondo, Sampang, Nganjuk, Gresik, Malang).
Bali, Kalii..antar: Timur (Samarinda), Kalimantan Barat (Singkawang,
Sambas, Pontianak), Sulawesi Selatan (Makasar), Kendari, Sulawesi
Utara, (Manado).”’

Mereka dikirim ke daerah tujuan di Sumatera Utara (Belawan,
Sibolangit, Bandar Baru, Deli, Serdang), Riau (Batam, Tanjung Balai
Kérimun,, Dumai, Tajung Batu), Sumater_a Sélatan (Palembang), DKI
Jakarta, J awa Tengah (Solo), DIY (Yogyakarta), Jawa Timur (Surabaya),
Bali (Denpasar) dan Papua (Timika, Merauke), Mereka biasahya melalui
daerah transit di Pontianak, Makasaf, Batam, Tanjung Pinang, Bandar '
Lampung, Medan, dan Jakarta.?® |

Perdagangan manusia tujuan luar negen korbannya kebanyakan

berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT,

% Dalam Menilik Perdagangan Perempuan dan Anak, www yaspada com diakses
pada tangg’al 17 Maret 2004.

> Ibid,
%% Ibid.
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Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Mereka ‘dikin'm ke Singapura,
Maiays‘ia, Brunei, Hongkong, Taiwan, Korea, Jebang, Australia, Saudi
Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Mesir, Kuwait, Palestina,
Yordania, Inggris, Eropa dan Amerika Serikat. Dalam perjalanan
pengirimannya mereka melalui daerah transit di Jakarta, Batam, Médan,
Surabaya, Ponﬁanak, Pare-Pare, Tarakan, Nunukan. Sebagai tempat
Transit Indonesia menjadi persinggahan penyelundupan orang asing ke
Australia yang berasal darn berbagai negara termasuk China, Vietnam,
Irak dan Afganistan tetapi data kuantitatifnya belum jelas.59

4. Faktor-Faktor terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak di
Indonesia

Faktor ’L_ntama‘mataknya trafficking terhadap perempuan 'dah
-anak adalah kemiskinah, mereka berusaha untuk memperbaiki
perekonomian dengan mencari kerja. Tetapi apa yang mereka impikan
untuk mencari kérja tidak semudah yang mereka bayangkan, karena
penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Berdasarkan data penelitian
yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa fakor;faktor yang

mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah:

1. Kesulitan ekonomi

2. Keluarga tidak harmonis

3. Menikah dan cerai pada usia dini

4. Korban pelecéhan seksual pada usia dini

5. Korban perkosaan

* Ibid,
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6. Terbatas kesempatan kerja -

7. Terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja beragam antara lain:

1)

.A ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan ,hidupnyé;
b. korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan,. konveksi,
pabrik dan sebagai pembantu rumah taana;
¢. agar datang ke desa/kota dan mémpengaruhi pada orang tua agar
menyuruh anaknya bekerja tanpa menyatakan jeni's pekerjaannya,;
d. terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk
kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah
mereka bekerja.®®
Menurut Saskia Eleonora Wieringa, dalam faktor-faktor
penelusuran aktivitas gerakan perempuan pada masa pergerakan, isu
perdagangan perempuan dan anak menjadi entry point gerakan
perempuan dala’r-nl penentangannya terhadap kolonialisme. Digambarkan
kondisi pada saat itu, kondisi ekonomi (dan perceraian sepihak serta
poligami telah mendorong perempuan-perempuan muda jatuh ke pelukan
tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan membujuk gadis- ‘
gadis lugu).®’ |
Dilinat dari faktor-faktor tersebut, penuiis mengambil kesimpulan
a bahwa faktor utama maraknya trafficking (perdagangan) terhadap

perempuan dan anak adalah kemiskinan, apalagi dengan situasi social

% Rachmad Syafaat, Op., Cit, hal 15,
61 XOPBUMI, Realitas Perdagangan Peremspuan dan Anak di Indonesia, sebuah studi
tentang buruh migran Indonesia dalam perspektif sejarah, Jumat 24/10/2003,
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ekonomi yang tidak kunjung membaik, banyak keluarga yang terpaksa

harus mencari nafkah denga_n mengerjakan bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk termasuk seks komersial. |

Dalam sebuah kultur dimana anak dinilai sebagai asset keluarga,
perdégangan perempuan dan anak sangat sibuk terjadi. Peran orang tua
dalam perdagangan anak sangat tinggi.

Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah
garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga
pedesaan merﬁbelanjakan kurang dari lima rbu rupiah perhari.
Sedangkan faktor-faktor Iéin yang berpengaruh antara lain:

1. Pendidikan: 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari ahak
remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi
korban trafficking; »

2. Perkawinan usia muda: 30% perempuan merubah sebelum usia 1€
tahun.erkawianan usia dini beresiko dini tinggi terjadinya perceraian,
Menurut data SUPAS 1995, rata-rata perceraian pada usia
perkawinan 10-14 tahun 3 kali lebih banyak dari usia perkawinan 15-
19 tahun. Akibat perceraian, baik anak maupun perempuan beresiko

| menjadi korban frafficking,

3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui

hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan
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seksual, tetapi sekitar separuh dari anak—anak yang dilacurkan pernah

mendapat kekérasan seksualv sebelumnya;

.. Kondisi social bud.aya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia
sebaglan besar masnh patriarkhis. Posisi perempuan masuh belum
setara dengan Iak|-lak| baik di keluarga maupun maupun dlberbagal
bidang strategi. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah.

| Anak oIeh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua,
sehingga rentan menjadi korban traﬁicking,

. Tingginya factor supply (penyediaan atau pasokan) tidak terlepas dari
meningkatnya demand masyarakat yéng terus meningkat. Demand
masyarakat tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat,
adanya kepercayaan b’emubungén seks déngan anak menjadikan
orang lebih muda. Adanya jaringan kriminal yang mengorganisasikan
industri seks dan adanya ketakutan temadép HIVIAIDS. Industii
pariwisata juga perlu diwaspadai;

. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit.
Biasanya anak-anak yang tereksploitasi seksual mempunyéi fnobilitas

yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sulit keluar.

Menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, teriebih



mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh
stigma yang buruk, sulit diterima di masyarakat.®

Sedangkan terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak
yang terjadi di Surabaya berdasarkan atas hasil wawancara dengan
Bapak Marsono (Reserse Kriminalitas) di Kepolisian Wilayah Kota Besar
Surabaya, faktor utamanya ‘_adalah- ekonomi sebagaimana yéng
dinyatakan oleh para korban. Péheliti tidak menanyakan secara langsung
terhadap korban, karena korban sudah dipulangkan ke asainya, dan tidak
adanya tempat penampungan untuk para korban.

Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari
pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek tekhnologi, politik,
ekonomi dan sebagainya. Kemajuan diberbagai -aspek tersebut
membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial »buc_iaya
yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari
perubahan dan kemudahan tersebut menjadi kqnsekuensi bagi
muncuinya permasalahan-permasalahan sosial termasuk bada
perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya |

perdagangan manusia.®

82 Jumal Perempuan, Jual Beli Perempuan dan Anak, Yayasan Jumal Perempuan,
2003, ’ '

h' 75-66... .
% Jurnal Perempuan, 2003,.Jbid
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2. tingkat pendidikan yang rendah (sehingga mudah percaya pada
orang lain dan tak mampu melawan akibat ketidaktahuan);
3. menikah di usia muda.

Penelitian ILO tentang perdagangan perempuan dan anak
menemukan sejumlah faktor faktor-faktor penyebab yang beriakﬁ untuk
Indonesia.®® Ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi politik, social dan
ekonomi makro seperti:

1. kemiskinan;
2. terbatasnya akses dan kesempatan kerja;
3. konflik sosial dan peperangan;
4, lemahnya penegakan hukum.
Sedangkan faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan
kebijakan dan kinerja pemerintah seperti :

1. rendahnya investasi pendidikan dan kesehatan 6% dari GDP;

(Diskusi yang diselenggarakan oleh koalisi perempuan Indonesia
mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, khususnya
perempuan dan anak, 29 Mei 2001, sebagaimana dikutip pada makalah Dewi
Novirianti berjudul Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan
Nasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia,
Roundtable Discussion GPPBM (Gerakan Perempuan untuk perlindungan
buruh migran), 8 Mei 2002.
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2. kelangkaan akte kelahiran;

3. kurangnya informasi;

Ada pula faktor-faktor yang berhubungan dengan pola relasi yang terjadi
di dalam keluarga si anak seperti:

1. Kekerasan dalam rumah tangga;

2. kepatuhan pada orang tua (yang terdesak secara ekonomi);

Dalam konteks ini warga indonesia yang paling rentan terhadap praktik
perdagangan manusia mencakup perempuan dan anak yang hidup dalam
kemiskinan, perempuan dan anak pengungsi yang hidup dalam situasi

konflik bersenjata.
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BAB llI
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pengertian

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan
yang diberikan oleh hukurﬁ dalam hut_)ungannya dengan hak-hak
manusia. Perlindungan hukum merupakan “conditio sine quanon”
pénegakan hukum, sedangkan peneéakan hukum merupakan wujud dari
fungsi hukum.®® Menurut Bismar Siregar dalam mengkaji perlindungan
hukum tiada lain perindungan hukum yang sesuai dengan keadilan.
Mengkaji perlindungann "hukum juga harus bersesuaian dengan
KeTuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, dasar negara dan
atas®” nama-nya putusan diucapkan. Juga sila kedua, kemanusiaan yang
adil dan beradab.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah
memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang
sesuai dengan Pancasila. Oleh -karena itu perlindungan hukum
berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan peﬂindungan akan harkat

dan martabat manusia atas dasar nilai keTuhanan, kemanusiaar,

% M. Winahnu Erwiningsih, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, dalam Jurnal
Hukum. No: 3 VOL. 1, Universitas Islam Indonesia 1995, hal, 23
$7 Bismar Siregar, Islam dan Hukum, Grafikatama Jaya Jakarta, 1992, hal 192.
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persatuan-pennusyawaratan serta keadilan sosial_. Nilai-nilai tersebut
melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam
wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah
negara ke~~tuar.rang menjunjung ﬁnggi semangat kekeluargaan demi
mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum selain berfungsi untuk memenuhi hak-hak
asasi pelaku juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban
secara adil. Sehingga hak-hak mereka dapat terindungi dari tindakan
séwenang-wenang para parat hukum yang kadangkala melecehkan
mereka. |

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan antara
paé,if dan aktif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-
tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan
. jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan
hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan_ yang aktif berupa ﬁndékan
yang. berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan )
hukum aktif dapat dibagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif.
Aktif-preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang'harus
diterima oleh korban.berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun
kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan aktif-represif berupa tuntutan

kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun
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kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang
merugikan.®

Perlindungan hukum secara pasif disamping berprinsip pada
pengakuan dan perlindungan hak asasi juga pada sifat kekeluargaan dan
kesejahteraan manusia bersama. Perlindungan hukum secara pasif ini
penting sekali berkaitan dengan bidang-bidang yang tidak tersentuh
hukum, walaupun demikian sifat perlindungan hukum secara pasif dan
menyeluruh memberikan hasil yang memadai.

Adapun perlindungan hukum secara aktif preventif diberikan
dalam bentuk pengajuan pendapat dan hak untuk memberikan informasi
kepada korban terhadap penetapan peraturan maupun kebijaksanaan
yang akan diambil. Pn‘néip perlindungan hukum ini ditekankan pada
permusyawaratan-kerukunan. Sebaliknya perlindungan hukum secara
aktif-represif diberikan dalam bentuk upaya keberatan dan tuntutan untuk
menyelesaikan permasalahan yang dipandang merugikan bagi korban
terhadap suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip
perlindungan hukum ini ditekankan pada usaha perdamaian dimana
pengadilan merupakan sarana terakhir.

Sarana perlindungan hukum secara aktif ini berupa pemberian
kesempatan/keterbukaan dari pemerintah untuk menerima keluhan atau

keberatan serta hakim dan pengadilan dalam peranannya sebagai

® Philip M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Disertasi, Universitas
Airlangga, Surabaya, 1987 dalam Winahnu Erwiningsih, 7bid,. hai 23.
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penyelesai perkara. Dalam perlindungan hukum yang bersifat aktif
hendaknya ditempuh prosedur preventif berupa penggunaan hak untuk
memperoleh informasi serta hak untuk berpendapat.

Perlu peneliti tegaskan disini, bahwa konsep perlindungan hukum:
yang dipakai adalah perlindungan hukum secara konkret, karena pada
saat ini perlindungan hukum yang diteréipkan adalah perindungan hukum
secara abstrak, dimana negara dalam hal ini memberikan perlindungan
secara tidak langsung terhadap korban melalui pasal-pasal yang terdapat
" dalam KUHP. Sedangkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan atau
tolok ukur ada tidaknya sﬁabu perlindungan hukum adalah rasa keadilan
baik yang diterima oleh si pelaku maupun si korban.

Pengertian korban di sini adalaﬁ korban yang timbul akibat
adanya suatu tindak pidana, korban yang berada di dalém batasan-
batasan terjadinya tindak pidana, jadi bukan korban yang timbui di luar -
batasan-_batasan terjadinya tindak pidana, seperti korban bencana alam,
korban suatu penyékit tértentu dan lain sebagainya.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, rﬁaka seyogyanya
dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam
peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk péda
pengertian perigorbanan atau yang dikorbankan, yaitu “Mengorbankan

seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”. %

* http://www.faculty ncwe. edw/'toconnor/300/300]ect0] htm
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Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan .
memiliki makna yang lebih luas. Ketika vikimologi pertama kali ditemukan
yaitu pada tahun 1940-an, para ahii viktimologi seperti Mendelshon, Von
Hentig, dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan text
book dan kamus yaitu “Orang lemah yang membuat dirinya sendin
menjadi korban”.”® | |

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum
feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian
korban, yaitu : “Setiap orang yang terperangkép dalam suatu hubungan -
atau situasi yang asimetn"s. Asimetris di sini yaitu .segala sesuatu yang
tidak imbang, bersifat ~ekploitasi; parasitis (mencari keuntﬁngan untuk
pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan
menimbulkan penderitaan yang panjang”.” |

Istilah korban pada saat ini merujuk pada pengertiaﬁ “Setiap
orané, kelompok, atau apapun Qang mengalami luké-lulga, kerugian, atau
penden'taan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Penderitéan tersebut bisa berbentuk fisik, ‘psikologi, maupun ekonomi®.”

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korban mempunyai
pengertian: “Korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena

perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang tain®.”®

™ Ibid
. ™ htp://www. victoborg. com/html/feminist_victimology
"2 hitp://www.faculty. ncwe, edwtoconnor/300/300lect01 htm

™ purwadarminta, Kamus Umum Bakasa Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta 1976,
hal. 33.
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Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban adalah :
“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat orang |
lain yang mencari pemenuhan kepentingan untuk diri sendiri atau untuk
kepentingan orang iain yang bertentangan dengan'kepentingan hak asasi
yang menderita, mereka di sini dapat berarti individu. atau kelompok baik
swasta maupun pemerintah®.™

Menurut Sahetapy pengertian korban iidak hanyé dibatasi sebagéi
_korban kejahatan saja, karena dari sebab timbuinya dan akibat yang ada
mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi. Hal ini dapat
dillihat dari pendapatnya mengenai korban, yaitu :

Korban adalah- orang-perorangan atau badan hukum yang
menderita luka-luka, kerusakan, atau bentuk-bentuk kerugian lainnya
yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara ‘kejiwaan'. Kerugian
tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dar
segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Mereka yang“rAneﬁjadi
korbén dalam hal ini dapat dikérenakan kesalahan si'kor-b'an itu seﬁdiﬁ.
perahan_si korban secara langsung atau tidak iangsung; dan tanpa
adanya per;nan dari si korban.”

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, pengertian korban
bukan hanya untuk manusia atau orang-perorangan saja, akan tetapi

dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan usaha, kelompok,

-

™ Arif Gosita, Kumpulan Makalak Masalah Korban, Jakarta, 2003, hal. 41-42.
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organisasi, maupun negara. Perluasan pengertian subyek hukum
tersebut karena badan hukum atau kelompok tersebut dapat
melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, atau
dengan kata lain subyek hukum tersebut dapat merasakan penderitaan |
atau kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat perbuatan sendir;
atau pihak lain seperti yang dirasakan oleh manusia. Kerugian yang
diderita oleh korban dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu
a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang diderita oleh korban yang
dapat diperkirakan secara materi, seperti kerusaka‘n pada barang milik
korban atau luka-luka yang diderita oleh korban kluka memar, luka
robek dsb). |
b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang sulit untuk diperkirakan
secara materiil, bahkan sangat sulit untuk diéembuhkan, sebab hal ini
berkaitan dengan perasaan si korban, misalnya hilangnya jumiah
pendapatan yang diterima, hilangnya kepercayaan din‘ korban atau
" hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.
Dalam Rancangan deklarasi dan resolusi konggres PBB ke-7,
yang. kemudian menjadi Res.olusi MU-PBB 40/34, ™ bahwa vyang -
diméksud'dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual

maupun kolektif, yéng menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat

 J. E Sahetapy, Victimologi Sebuak Bunga Rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal
25. ‘
" United Nations, A Compilation of Internatinal Instruments, Volume I, New York,
1993, hal 382, khususnya butir No. 1 dan 18 dalam Prof Barda Nawawi Arief,Beberapa Aspek
Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998,
hal.54
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yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk
peraturan-peraturan yang melarang penyalah gunaan kekuasaan. Dalam
bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan “Victims of
Abuse of Power”, bahwa dalam pengertian korban termasuk juga orang-
orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat)
yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana
nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut
norama-norma HAM yang diakui secara internasional.

Patut dicatat, bahwa pengertian kerugian (harm) menurut resolusi
tersebut, meliputi kerugian fisik mapun mental (physical or mental injury),
penderiataan emosiohal (emotional suffering), kerugian economi
{economic loss), atau peru#akan subtansial dari hak-hak asasi mereka
(substantial impairment of their fundamental rights). Selanjutnya
dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban
tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan,
dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara
sipelaku dengan korban. Menurut Prof. Barda, istilah korban juga dapat
mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menderita kerugian
karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun perlu peneliti
tegaskan juga bahwa siapa yang korban adalah merupakan orang baik
individu maupun kolektif, yang menderita kerugian (materiii maupun

immateriil) akibat dari adanya suatu perbuatan pidana.
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B. Macam-Macam‘ Korban Kejahatan
Diatas telah dikemukakan bahwa pengertian korban telat
diperluas sehir;éga tidak. saja mencakup korban daﬁ kejahatan
konvensional, tetapi juga korban non-konvehsional dan penyalahgunaan
kekuasaan. Pada konggres PBB Kelima tentang pencegahan kejahatan
dan pémbinaan pelanggar hukum (Jenewa, September 1975) telah
dijadikan salah satu topik acara pembicaraan mengenai new forms and
dimension of crime yang melipuiti antara lain crime as busiress dan
economic and social consequences of crime; new chalenges for research
and planning. Dalam kongéms tersebut telah dibicarakan masalah cost of
crime yang dikatakan hit most severely the weaker memberé-bf society,
permitting the powerful to commit crimes with impunity.”
Konggres PBB Ketujuh telah mengelompokkan macam-macam
korban sebagai berikut:"®
1. Korban kejahatan Konvensionai adalah korban yang*diakibatkan oleh
tindak pidana biasa atau kejahatan biasa;misal, peﬁ.\bu'_nuhanl
perkosaan, pehganiayaan dan Iain—lain)
2. Korban .kejahatari Non-konvensional adalah korban kejahatah yang

diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan,

7! Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban, Disampaikan pada seminar
sehari tentang Relevansi Victimologi di Universitas Airlangga, Surabaya:23 Maret 1885 dalam
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hal 87

"8 Ibid, hal 85.
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perdagangan Narkotika secara tidak syah, kejahatan terorganisasi
dan kejahatan komputer)

3. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (ilegal abuses of
power) terhdacap hak asasi manusia alat penguasa,termasuk
penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain
sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas

perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori tiga adanya '

korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak
asasi manusia. |
Kemudian sejak Victimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu
pengetahuan yang mengkaji permasalahan koiban serta segala
aspeknya, maka Wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada
beberapa'mawm korban yaitu:
1. Primary Victimization, adalah korban individual/perorangan bukan
kelompok;
2. Seco\ndary Victimization, korbannya adalah kelompok, misainya
badén huktim;
3. Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat
luas;
4. No Victimization, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya

' konsUmen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.



Dari uraian mengenai macam-macam korban d'iatas maka korban pada
prinsipnya adalah merupakan orang yang mengalami penderitaan karene
sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga
dan struktur. Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi
dapat pula perusahaan. Negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan
‘umum dan agama. Dengan démikian dapat dikatakan bahwa siapa saja
dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain semua

orang potensial untuk menjadi korban dan sebaliknya pula semua orang

dapat menimbulkan korban.

C.Hak - Hak Korban .
1. Hak-Hak Korban Kejahatan

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban
kejahatan memiliki hak dan kewajiban yang harus diperh_ati“kan. Adapun
hak-hak korban tihdak pidana menurut Arif Gosita adalah :

a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian
ganti kemgian tersebut harusiah disesuaikan dengan_r kemampuan
membe;i ganti kerugian dari pihak belaku dan taraf kéterlibafan pihak ‘.
korban dalam terjadinya kejahatan dan delikuensi tersébut |

b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi

restitusi karena tidak mémeﬂukan).
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c. Korban mendapat restitusi’lkompensasi untuk éhli warisnya,' apabila
pihak korban meninggal dunia karena ﬁndék pidana yang dilakukan
oleh si pelaku. | .

d." Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

e. Korban mendapatkan hak miliknya kembali. |

f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila

| melaporkan tindak pidaha y'éng menimba diﬁnya, dan a‘pabila lhenjadi
" saksi atas tindak pldana tetsebut

g. Korban mendapatkan bantuan penasehat hukum.

h. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.™ _

" Apabila hak-hak korban tidak diperhatikan, tidak tertutup
kemdngkinan korban melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak
pidana. Selain itu, hak-hak korban ini mempunyai maksud agar korban
tidak menjadi korban ganda, artinya seorang .korban yang sudah
menderita tidak semakin ménden'ta, _tetapi diharapkan pen-deritaanya'
tersebut menjadi berkurang. | | |

Menurut' KUHAP te'rdapa't tiga hak' hukum yahg memungkinkan

korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradnlan

pldana yaitu 2

™ Arif Gosita, Op.cit,, Hal 52-53.

% Mudzakkir, Pengaturan Hak Korban Kejahatan Dalam KUHAP Dan Penegakannya
Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban dalam Ius Constitutum dan

Ius Constituendum), Departemen Hukum dea.na Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta 2002, hal 30-31
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a. Hak Untuk Mengajukan Keberatan Tindakan Penghentian
'Penyidikan atau Penuntutan

Berdasarkan kewenangannya, pényidik (Polisi) dapat melakukan
penghentian peﬁyidikan dengan. pertimbangan; tidak bukup ‘bukti,
peristiwa tersebut ‘bukan sebagai peristiwa pidana, atau melakukan
penghentian benyidikan dengan alas én demi hukum (Pasal 7 ayat 1
huruf | Jo. Pasal 109 KUHAP). Demikian juga Jaksa Penuntut Umum,
berdasarkan atas kewenangannyé. dapat me!akukan penghentian
penuntutan (pasal 13 huruf h Jo. Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP)
apabila menghadapi tiga keadaan yaitu karena tidak terdapat alat bukti, -
beristiwa tersebui ternyata bukan merupakan perbuatan pidana; atau
perkara ditutup demi hukum.

Tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat
memgikaﬁ kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk
kepentingan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh
sebab itu, pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk megajukan
keberatan melalui lembaga pra-peradilan (pasal 80-81 KUHAP). Korban
kejahatan r;lemang tidak disebutkan sebagai salah satu pihak ketiga yang
berkepentingan déngan alasan secara factual hak korbanlah yang
dilanggar dan yahg ‘menderita kerugian karena alas an itu pula korban

~ mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada Polisi.



b. Hak Korban Untuk Melapor dan Menjadi Saksi

Orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana
berhak untuk melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108
ayat 1 KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan
umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk
melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 2 KUHAP).

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban
hukum (Pasal 224, 522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila |
ada hubungan biologis yarig dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHAP)
dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sébagai saksi. Menjadi
saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam
kapa_sitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban
hukumnya,sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk
mengundurkan diri karena alas an-alasan hubungannya dengan terdakwa
yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, saksi korban
kéjahatan a;dalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian
yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri.
Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP, Qan's
lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa, dan
suami atau isteri terdakwa (cerai atau tidak), korban kejahatan dapat

- mengundurkan diri sebagai saksi.
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Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah
keWenangan yang dimilik untuk melakukan tindakan hukum beralih
kepada- keluarga kbrban. Keluarga korﬁan mempunyai hak ~untuk
mengijinkan tindakan bedah mayat (Pasal 134 KUHAP) atau penggalian
mayat yang telah dikubur (Pasal 136 KUHAP).

Hak keluarga korban untuk memperoleh pemberitahuan dan
menyatakan keberatan terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian
mayat praktis tidak memiliki kekuatan hukum. karena ketentuan
mengenai akibat penolakan keluarga korban tidak diatur lebih lanjut oleh
KUHAP. Rumusan Pasal 134 ayat 1 “Dalam hal sangat diperiukan
dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari,
penyidik \_Najib memberitahukan teriebih dahulu kepada keluarga korban
Sedangkan pada ayat 2 memuat ketentuan dalam hal keluarga
keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang
rﬁaksud dan tujuan periu dilakukannya pembedahan tersebﬁt.

- Jika keluarga korban menyatakan keberatan, KUHAP tidak
rﬁengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi hukumnya terhadap
tindakan beliah mayat atau penggalian mayat tersebut. KUHAP hanya
mengatur kewajiban penyidik untuk menerangkan sejelas-jelasnya bédah
mayat tersebut. Jika keluarga korban pasif atau tidak memberikan
tanggapan terhadap permohonan penyidik berdasarkan Pasal 133 ayat 3

.dalam- batas waktu dua hari kemudian penyidik dapét segera

melaksanakan bedah mayat.
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Terjadinya pe_rbenturan antara kepentingan ahli waris korban
dengan kepentingan penegakan - hukum kem_ungkinan besar' terjadi
mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang menghormaﬁ jenasah
atau kuburan anggota keluanganya. Bagaimana konsekueﬁsi huku'm_vlebih
lenjut terhadap hak keluarga korban untuk menyaiakan keberatan?. Hal
ini tidak ada penegasan, merigingat Qikap korban yang meny_atakan
keberatan tersebut secara substansial bertentanéah dengan kete.ntuan
Pasal 222 KUHF.’l yéng mengancam hukuman pidana terhadap orang
yéng mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan
mayat unﬁxk pengadilan. | | | |

Dengan menghubungkan antara k_etentuan; pasal 134 .K'UHIAP
yang tidak mengatur konsekuensi lebih Ianj&t terhadap pehggdnaéh':-hék
korban dengan Pasal 222 KUHP dapat ditarik konklusi 'bahwa
kepentingan pénegakan hukum lebih diutamakan. Persoalannya adaléh
jika terjadi perbedaan penilaian antara ahli-waris korban dengan petugas
hukum mengenai kepentingan penegakan hukum tersebut kepentingan
siapakah yang dimenangkan? Kemungkinan tel]'a_di,l justru _lahli waris
. korban sesuai dengan keyakinannya dan demi tegaknya hukum iz
menghendaki tindakan bedah mayat karena adanya indikési korban
meninggal akibat pelanggaran hukum pidana. Mengingét keweﬁéngan
untuk melakukan tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat. ada
pada penyidik, maka bagaimanakah konsekuensi hhkum-penyidik yang

menolak melakukan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut?



KUHAP tidak mgngatur lebih lanjut mengenai hak korban terhadap
tindakan penolakan penyidik tersebut. |
c. Hak untuk Menuntut Ganti Kerugian _

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian
materiil dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian
yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yahg melawan hukum,
menurut hdkum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti
kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah
satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak
untuk mengajukan gugatah ganti kérugian digabungkan melalui prosedur
pidana (Pasal 98 ayat 1. KUHAP). Pasal tersebut seléngkapnya berisi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalain suatu

pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan

kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidangatas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti

kerugian kepada perkara pidana itu. .

Yang.dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” (subjekriya) tidak
bersifat Iimimtive'yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum pendata

| Siapa saja. yang menderita kerugian yang. ditirh_bulkari oleh suatu
kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (Penj'elasén Pasal 98 ayat 1),
sedangkah jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahétan bersifat
limitative yakni dibatasi pada kerugian bersifat materiil berupa biaya-biaya
atau pengganti biaya yang‘ dikeluarkan oleh pihak ketiga yang
berkepentingan (Pasal 93 KUHAP) yang dikuatkan dalam Yurisprudensi

MARI. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesua_i dengan aspirasi
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pasal 101 KUHAP yaitu ketentuan dari aturan hukum acara perdata
berlaku bagi gugatan ganti kerugian. Hukum Perdata tidak membatasi
jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan
(penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai denga prinsip-
prinsip kausalitas sébagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang
dapét‘digabungkan dengan perkara pidana, menurut Yéhya Harahap
meru.pakan system hukum baru dalam kehidupan hukum di indonesia,
sedangkan Lamintang mengatakan sebagai suatu yang luar biasa dan
sebagai ketentuan yang pertamr;l dalam sejarah h.uku-m >awra peradilan
pidana Indonesia. Pemériksaan dan putusan dikabulkan dan tidakhya
permohonan gaﬁti kerugian bersifat assesdir, artinya putusan dikabulkan
atau ditolaknya permohonan gariti kerugi_an bergantung padazputusan
perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa
penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat
dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang
tetap.

Disam~ping‘ hak-hak yang ada, korban tindak pidana juga memiliki
beberapa kewajiban yang seyogyanya dilaksanakan oleh korban demi
terwujudnya perlindungan yang maksimal terhadap diri korban sendiri.
Adapun kewajiban korban tindak pidana menurut Arif Gosita antara lain :
1. Korban berkewajiban tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku

tindak pidana (tidak main hakim sendiri);
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Korban bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, berkewajiban
mencegah bertambahnya korban-korban tindak pidana yang lain;
Korban berkewajiban mencegah kehancuran pelaku tindak pidana

baik oleh diri pelaku sendiri maupun oleh orang lain;

.. Korban berkewajiban ikut serta membina pelaku;

Korban bersedia untuk dibina dan membina din sendiri untuk tidak
menjadi korban lagi; |

Korban berkewéjibah untuk tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai
dengan kemampuan pelaku tindak pidana; |

Korban berkewajiban- .memberi kesempatan pada pelaku untuk
memberi kompensasi kepada korban sesuai dengan kemampuannya
(mencicil/bertahap);

Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri
sendiri dan.bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban.®!

Kewajiban dari korban tindak pidana sebisa mungkin harus

dilaksanakan oleh pihak korban dan juga oleh orang lain yang

menggantungkan hidupnya secara langsung kepada korban, yaitu sanak

saudara maupun orang lain yang berhubungan dekat denvgan korban

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan korban lagi,

terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindakan balas dendam terhadap

pelaku tindak pidana.

8 1bid..
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Jika kita lihat dari uraian diatas sebenarnya konsep yang
dikemukakan oleh Arief Gosita §udah dapat memenuhi rasa keadilan
terhadap korban, hanya saja pén:erapan terhadap konsep tersebut tidak
pemah dilaksanakan secara nyata. Negara dalam hal ini aparat penegak
hukum lebih over proté_ction terhadap pelaku. Sehingga para korban
akhimya merasa enggan untuk melapor kejahatan yang menimpanya.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan
penderitaan tentang korban dan saksi, baﬁkan senng disebut orang
sebagai Forgotten People, Korban kejahatan dan saksi hanya dil_ihat
sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat
terpehgaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan.

Perdebatan ma;uknya hak korban kejahatan dalam sistem
beradilan pidana di parlemen belum tuntas, karena legislatif pada saét itu
tidak memberi penegasan mengenai posisi hukum korban dalam hukhm
pidana dan hukum acara pidana. Dengan kata lain masdknya hak-hak
korban kejahatan dalam KUHAP tidak diberi dasar pijakan filosofis
pengakuan hukum pidana tentang eksistensi korban dan posisi
hukumnya. Akibat hak-hak yang telah dimiliki oleh korban tidak dilengkapi
dengan hak-hak lain sebagai pendukung atau penguat agar supaya hak-
haknya dilaksanakan secara baik. Misalnya hak untuk memperoleh
informasi perkembangan penyelesaian perkara pidana, informasi tentang

hak untuk menuntut ganti rugi karena sebagian masyarakat tidak tahu
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hukum, waktu sidang pengadilan, agar supaya korban mengajukan
tuntutan tepat pada waktunya.

Pengalaman praktek peradilan sehari-hari bahwa pencari keadilan
dalam hukum pidana ditujukan pada orang-orang yang dirugikan karena
adanya perbuatan melanggar hukum pidana (korban kejahatan).
Korbanlahlyang secara aktif melaporkan adanya (dugaan) pelanggaran
hukum pidana kepada polisi, sedangkan terdakwa sebagai pihak yang
pa_sif dan defensif terhadap tindakan pelapor dan tindakan hukum polisi.
Maka dari itu tersangka pelanggar hukum pidana "yang diperiksa dan
diadili memperoleh hak untuk diperlakukan secara adil (fair trial), hak ini
telah menjadi salah satu bagian dari hék-hak terdakwa yang dimuat
dalam Deklarasi Perserikatan Bangsé—Bangsa 1948 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 10, serta prinsip atau dasar pehyelenggaraan peradilan
pidana. |

Konsep dasar pencari keadilan dalam hukum pidana adalah
korban kejahatan dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaharuan
hukum acara pidana yang berorientasi pada korban. Hal ini sesuai
dengan gagasan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (untuk semua
orang), bukanlah hanya orang yang disangka melakukah kejahatan dari

tindakan yang sewenang-wenang dengan cara melanggar hukum pidana.



Berkaitan dengan hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP diatur

tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat
menggunakannya dalam proses peradilan pidana:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan

penuntut umum yakni hak untuk mengajukan keberatan kepada

~ tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam

kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal

109 dan 140 ayat 2 KUHAP);

. Hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi

yaitu hak untuk mengundurkan diri sebag_ai saksi berdasarkan
pasal 168 KUHAP dan bagi keluarga korban, dalam hal korban

meninggal dunia, untuk mengijinkan atau.tidak mengijinkan

tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian

kubur untuk otopsi (pasal 134 — 136 KUHAP);

. Hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang

diderita akibat kejahatan (pasal 98 - 101 KUHAP) dalam

kapasilasnya sebagai pihak yang dirugikan.

Berikut adalah uraian mengenai hak-hak yang disebutkan dalam
KUHAP;:

1. Hak Untuk Mengajukan Keberatan Tindakan Penghentian

Penyidikan

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (polisi) dapat melakukan

penghentian penyidikan dengan pertimbangan tidak cukup bukti,
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peristwa tersebut bukan peristwa pidana, atau melakukan
pfanghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (pasal 7 ayat 1
ht;fuf | Jo. Pasal 109 KUHAP). Tindakan penyidik tersebut merugikan
‘kepentingan korban kejahatan" sebagai pihak pelapor atau pengadg.
Oleh sebab itu, pihak ketiga yang berkepenting_an berhak untuk
mengajukan keberatan mela}ui lembaga pra-peradilan (pasz-il 80 -81
KUHAP). Korban 'kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit
pada pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara facfua!
hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena
alasan itu pula korbén mengadu atau melaporkap bahwa suatu
kejahatan telah terjadi kepada polisi.
2. Hak Korban Untuk Melapor dan Menjadi Saksi
Orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana
berhak untuk melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (pasal 108
KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan
| umum atau terhadap jiWa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk
melapo;kan kepada penyelidik atau penyidik (pasal 108 ayat 2
KUHAP). ﬁ
| Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum
(pasal 224, 522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada
hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (pasal 168 KUHAP).

dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan dih’ sebagai saksi. Menjadi



saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam
kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, |
sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri
karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang
memungkinkan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut pasal 160 ayat 1 hurq_f b KUHAP saksi korban kejahatan
adalah kesaksian yang pertama kali‘ididengar keterangannya di sidang
pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling
memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ke 27
KUHAP yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan
- mengalami sendiri. .

Salah satu penyebab kurang atau tidak adaﬁya perhatianAhu.kum
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia temtamé dalam KUHAP (UU
Nomor 8 Tahun 1981) mengenai suatu asas yang dapat melindungi
korban kejahatan dan saksi, dimana _a#as—asas dalam KUHAP lebih
banyak menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kepentingan
terséngka, terdakwa, maupun terpidana atau berorientasi pada pelanggar
hukum sajé (offender oriented). Disamping itu, pengatur_an terhadap

_korban dan saksi hanya ada pada konteks pelanggaran HAM yaitu UU
No. 26 Tahun 2000 dalam pasal 34.

| Dua aspék peradilan pidana yang cukup penting yaitu korban
kejahatan dan saksi, luput dari perhatian untuk dilindungi secara hukum

yang memadai, terutama hak-hak dan kepentingan korban kejahatan
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sebagai korban yang menderita kerugian, material dan immaterial, dan
saksi orang yang memberi kesaksian di pengadilan, kadang tidak luput
dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan baik dari pelanggar hukum
maupun dari aparat yang mengakibatkan korban dan saksi tidak dapat -
memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan
penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut orang sebagai
(forgotten people). Korban kejahatan dan saksi hanya dilihat sebagai
objek pasif dan terabaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat
terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan. Karena itu, tiba saatnya
kita menaruh perhatian pada korban kejahatan dan saksi. Tulisan ini
bermaksud melihat pentingnya perindungan dan hak-haknya serta
mekanisme apa yang memungkinkan dapat melindunginya.

Problem mendasar dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah
tidak diakuinya posisi hukum korban kejahatan dalarrllfsistem peradilan
pidana yang mengakibatkan korban kejahatan secara sistematik
dikeluarkan dari penyelenggaraan peradilan pidana (Mudzakkir, 2001).
Oleh 'karen.a itu, resiko kerugian material maupun immaterial serta.hak-l
hak hukum yang berkaitan dengan Victimisasi yang dialéminya, alpa dari
perhatian KUHAP yang hanya menitikberatkan pada perhatian untuk
pelanggar hukum (penjahat) dan seolah-olah menégaskan yang mencari
- keadilan dari suatu sistem peradilan pidana hanyaléh para pelanggar

hukum (procedural justice). Namun penyelenggaraan peradilan pidana



seharusnya untuk memperhatikan dan mengaktualisasikan rasa keadilan
bag.i korban kejahatan dan diharapkan dapat mengurangi beban
penderitaan baik material maupun immaterial (subtancial justice).
3. Hak Untuk Menuntut Ganti Kerugian

Hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang
diderita akibat kejahatan (Pasal 98 — 101 KUHAP) dalam kapasitasnya
sebagai pihak yang dirugikan. Hal yang ketiga ini berbeda dengan
sebelumnya, karena ditujukan kepada kepentingan langsung korban
sebelumnya, yaitu pengembalian kerugian. Hak menuntut ganti kerugian
ini bukanlah hak hukum yang bersumber dari hukum pidana, karena
hukum pidana tidak\mengakui eksistensi dan posisi hukum korban
kejahatan sebagai pihak yang dirugikan karena pelanggaran hukum
pidana (kejahatan). Oleh sebab itu, putusan yang berkenaan dengan
ganti kerugian karena pelanggaran hukum pidana ini adatah putusan
perdata yang digabungkan pemeriksaannya dalam proses peradilan
pidana. Jadi, korban kejahatan sebagai penggugat atau penggabung.

Pengaturan hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana
sebagaimana diuraikan dan sistem peradilan pidana Indonesia memiliki
ciri-ciri umum yang lebih dekat pada konsep keadilan restributif
(retributive justice) yang mengakibatkan tidak diakuinya eksistensi dan

posisi hukum korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan juga
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dirugikan (korban kejahatan) dalam hukum pidana dan sistem peradilan
pidana.

Pengaturan korban kejahatan dalam KUHAP ditinjau dari
perspektif korban. kejahatan menunjq.kkan bahwa pengaturan hak-hak
korban tersebut secéra sistematik tidak meme_nuhi suatu pengaturan hak
hukum dalam suatu sistem hukum pidana yang baik, karena hal itu tidak
dilandasi oleh nilai atau falsafah keadilan dan asas-asas hukum yang
tepat dan cocok sebagai titik tolak pengaturan korban kejahatan dalam
hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Seperti uraian diatas bahwa dalam mengkaji perlindungan hukum
tiada lain perlindungan\hukum yang sesuéi dengan. keadilan. Mengkaji
perlindungan hukum juga hams bersesuaian dengan KeTuhanan Yang
Maha Esa. Sila pertama Pancasila, dasar negara dan atas nama-Nya
putusan diucapkan. Juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan
beradab. Perlindungan hukum adalah merupakan terpenuhinya hak-hak
seseorang dalam hal ini korban. |
2..Hak-Hak_~ Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

Apa yang menjadi hak para korban perdagangan perempuan dan
anak? PBB melaporkan bahwa hak-hak yang seharusnya dijamin

termasuk:

1. kebebasan dari penyiksaan atau pelecehan oleh pihak-pihak

berkuasa;
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2.- pelayanan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia dan
terjangkau serta disediakan oleh Negara atau pihak swasta yang
didanai oleh pemerintah;

3. layanan tes HIV yang terjaga kerahasiaan dan dibarengi dengan
konseling pra-tes dan pasca-tes;

4. akses pada penerjemah yang kompeten selama proses penanganan
dan ketersediaan dokumen-dokumen lengkap tentang korban;

S. bantuan hukum secara cuma-cuma;

6. peluang hukum untuk mendapatkar; kompensasi dan _pemulihan
secara ekonomi,fisik dan psikologis bagi p'e'nden'taan' yang dialami
akibat perdagangan manusia.

Sedangkan menurut solusi yang dikeluarkan oleh Reference Guide (T he

Annotated Guide to The Comple UN Trafficking Protocol, adalah sebagai

berikut:

1. kebebasan dari penyiksaanl atau pelecehah oleh pihak-pihak
berkuasa;

2. pelayanan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia dan
terjangkau serta disediakan oleh Negara atau pihak swasta yang
didanai oleh pemerintah;

3. layanan tes HIV yang terjaga kerahasiaan dan dibérengi dengan
konseling pra-tes dan pasca-tes;

4. akses pada penerjemah yang kompeten selama proses penanganan

dan ketersediaan dokumen-dokumen iengkap tentang korban;
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bantuan hukum secara cuma-cuma;

.peluang hukum untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan

secara ekonomi,

. fisik dan psikologis bagi penderitaan yang dialami akibat perdagangan

manusia.
para korban ftrafficking berhak untuk memberikan kesaksian tanpa

dihadapkan dengan pelaku trafficking, seperti melalui kesaksian

. rekaman suara atau video.

10.

para korban trafficking, keluarganya dan LLSM yang membantu berhak

mendapat perlindungan polisi untuk menjamin keamanan merekadan

memastikan mereka terlindungi dari ancaman-ancaman dan
intimidasi.

Melindungi identitas dan informasi pribadi korban, tidak membolehkan

' nama, alamat, atau photo mereka dipaWa ke khalayak luas.

11.

12.

Korban berhak memperoleh informaé} tentang hasil dari penyelidikan
rdan khususnya, untuk memberitahu korban dan keluarganya jika
trafiker dibebaskan.

korban-korban trafficking berhak dibantu dan di dampingi selama

keseluruhan proses hukum oleh perwakilan hukum atau NGO yang

 menyediakan bantuan, termasuk selama penyelidikan di kepolisian,

13.

pengadilan dan proses kesaksian korban.
korban trafficking dan perwakilan hukumnya tidak ditarik bayaran

yang berkaitan dengan memprosés kasus secara hukum.



14.

Korban berhak mendapat dukungan financial untuk korban traffiking

yang terlibat dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dari

. tempat tinggainya ke pengadilan, dan jika perlu akomodasi dan |

15.

16.

17.

konsumsi.

Negara harus - memerintahkan pblisi dan aparat hukum untuk

- mengumpulkan statistik kasus-kasus traffiking yang masuk ke proses

hukum.
Menyediakan mekanisme pengaduan dalam hal polisi, jaksé atau -
perwakilan Indonesia lainnya enggan memproses kasus-ka_sus yang”
dilaporkan kepadanya. |

Negara harus menjamin bahwa kasus-kasus trafficking ditangani -
secara memadai dan peraturan-peraturan yang relevan diterapkan.
Negara juga harus menjamin bahwa sanksi akan ditegakkan bagi

mereka yang merusak penegakan hukum-hukum tersebut

Konvensi internasional juga memuat ketentuan pedlndungan hukum

tersebut. Sedangkan terhadap perundang-undangan nasional dan

KUHAP belum mencukupi. Didalam perundang-undangan nasional

terutama - KUHAP kurang memberikan perlindungan hukum yang

maksxmal bagi korban, masuknya hak korban kejahatan dalam KUHAP

tidak didasari tentang pengakuan korban kejahatan dalam hukum

~pudana, seperti halnya pengakuan terhadap .hak-hak tersangka.

Pengaturan hak korban adalah basis pengaturan hak korban dalam

hukum pidana dan praktek penyelenggaraan pra peradilan pidana.



Hak korban perdagangén perempuan dan anak terutamé yén}g
menyangkut ganti kerugian belum maksimal. Sebagaimana diketahui
bahwa kerugian yang diderita oleh korban adalah kerugian materiil dan
immateriil yang tidak semuanya dapat dinilai secara kebendéan yang
Iahgsung memerlukan ongkos atau biaya seketika. Meskipun dalam
KUHAP juga memuat prosedur penggabdngan perkara gugatan ganti:
kerugian yang sesungguhnya adalah hanya pengQanﬁan biéya yang telah

dikeluarkan oleh pihak dirugikan, Hal ini disebabkan karena korban
perdagangan perempuan dan anak selain mengalami kerugian materiil
juga mengalami kerugian immateriil.

Namun prosedur penggabungan tersebut tidak memberi jaminan
‘ganti kerugian yang layak bagi korban perdagangan perempuan dan anak
sebagai pencari keadilan. Kerugian atau penderitaan korbah tersébut

fnemerlukan penanganan yang cepat dan} segera, sem.éntata melélui
prosedur penggabungan memeriukan Waktu dan prosedur yang berbelit-
belit o |

Di Indoneéia tidak ada ketentuan hukum yang mehgatur tentang
Kompensa;i sebagai bentuk tanggung jawab negara resiko,_Wafganya
yang mengalami korban kejahatan biasa, karena negaré telah gagai
melindungi warganya dari kejahatah. Negara\‘ sebagai pihak yang
bertanggung jawab mengambil kebijakan dalam penanggulangan
kejahatan melalui sistem peradilan pidana temyata tidak bertanggung

jawab terhadap kerugian yang diderita korban, misalnya mengusahakan
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pemulihan akibat kejahatan baik melalui kebijakan Restitusi atau
Kompensasi.

Basis Kompensasi adalah kewajiban atau tanggung jawab negara
untuk melindungi keamanan rakyatnya. Sebagai konsekuensinya apabila

negara gagal melindungi rakyatnya, maka negara berkewajiban untuk

- memberi Kompensasi terhadap ‘rakyatnya yang menjadi korban

kejahatan. Kompensasi yang diberikan oleh negara dapat diberikan
dalam bentuk pemberian sejumlah uang atau pemberian layanan
terhadap korban, misalnya pelayanan kesehatan, perlindungan
keamanan pribadi, perlindungan sebagai saksi, Rehabilitasi dan
Resosialisasi korban dan bentuk layanan lainnya. Jadi ketentuan dalam
KUHAP lebih perhatian . kepada perlindungan hak-hak tersangka
pelanggar hukum pidana dan tidak memberi jaminan ganti kerugian yang
layak bagi korban kejahatan sebagai pencari keadilan.

Selain menyangkut mengenai prosedur ganti kérugian dalam
KUHAP yang kurang maksimal dan tidak layak bagi korban sebagai
pencari keadilan, juga menyangkut mengenai alat pembuktiannya. Pada
Umumnya korban trafficking tidak mau berhadapan langsung dengan
pelaku. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban dimana korban
berperan sebagai saksi yang tidak mau bertatapan langsung dengan
pelaku. Séhingga menggunakan Teleconference.

Sebenarnya, memang logis teleconferencé | ménirhbdlkan

perdebatan panjang. Disatu sisi perkembangan hukum ketinggalan jauh
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dengan perkembangan masyarakat, apalagi bila diperbandingkan dengan
kemajuan teknologi. Sedangkan sisi lainnya, Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai basis acara pemeriksaan perkara
pidana tidak mengatumya. Apabila kita bertitik tolak dari kajian formal
legalistik memang sepintas teconference bertentangan dengan ketentuan
pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP. Pada ketentuan pasal
160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan, saksi dipanggil ke dalam
ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang
sebaik-baiknya oleh Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat
penuntut umum, terdakwa dan penesihat hukum. Kemudian dalam
ketentuan pasal 167 - ayat (1) KUHAP disebutkan, sete_lah saksi
memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali Hakim ketua
sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

Dari kajian teoritik dan praktik sebenamya perdebatan panjang pro
dan kontra penggunaan teleconference disebabkan beberapa faktor.
Pertama, kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan
aplikatif (penegakan hukﬁm) di Indonesia mengacu pada ketentuan
hukum po;itif (ius constitutum). Konsekuensi logis demlikian membuat
muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legalistik, sehingga.
terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Tegasnya,
keadilan yang dikejar dan diforﬁulasikan oleh kebijakan formulatif adalah
keadilan -undang-undang. Kedua karena KUHAP tidak mengatur

teleconference maka pro dan kontra penggunaannya tergantung kepada
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apakah akan merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak..
Setelah KUHAP berumur 22 tahun, kelima alat bukti dalam KUHAP sudah
saatnya untuk dihapus atau ditinggalkan. Pada dasarnya, setiab atau
semua aia dapat digjukan sebagai bukti, kecuali undang-undang
menentukan lain, diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Dengan
pembuktian yang demikian memang membawa beberapa implikasi di
dalamnya seperti sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Akan tetapi,
apabila dikaji lebih mendalam secara diam-diam asasnya praktik

peradilan di Indonesia telah menerapkannya.

D.BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Dewasa ini ketentuan yang mengatur mengenai periindungan
hukum terhadap korban perbuatan pidana masih sangat terbatas.
Sementara perkembangan keadaan dan masalah korban tindak pidana
nampak relatif meningkat dan serius. Dalam lembaga peradilan,
pembahasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana
masih san.gat kurang mendapat perhatian serius. Jika dibandingkan
dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana seperti misalnya
batas penahanan, pra peradilan, pemberian bantuan hukum dan lain
sebagainya, maka perlindungan terhadap korban tindak pidana masih
sangat periu mendapat perhatian yang lebih. Bentuk perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana di dalam KUHAP bagi korban tindak
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pidana, pada umumnya berupa pemberian ganti kerugian. Dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Ganti Kerugian Bagi Korban Korban Kejahatan

Ketentuan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kemudian
diatur lebih lanjut di dalam KUHAP sebagaimana terlihat dalam pasal 98-
pasal 101 tentang penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara
pidana bagi korban tindak pidana. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 98

(2) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas
permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan
perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
diajukan | selambat-lambatnya sebelum penuntut umum
mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak
hadif, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim
menjatuhkan putusan.

Pasal di atas menunjukkan bahwa jika terjadi suatu tindak pidana,
dimana tindak pidana itu dijadikan dasar dakwaan pada pemeriksaan
perkara pidana di pengadilan, dan akibat terjadinya tindak pidana itu ada
pihak yang dirug'ikan, maka diperkenankan bagi pihak yang dirugikan

(dalam hal ini korban tindak pidana) untuk meminta kepada hakim agar
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perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang dirugikan
tersebut digabungkan pada perkara pidananya. Ini menunjukkan bahwa
perkara gugatan ganti kerugian yang seharusnya diajukan oleh pihak
yang dirugikan melalui pemeriksaan perkara perdata, dapat diajukan
pada pemeriksaan perkara pidana dengan cara digabung bersama-sama
dengan perkara_pidananya, sehingga pihak yang dirugikan tidak periu
menempuh dua proses pemeﬁksaan. Hal ini berarti menyederhanakar:
dan mempercepat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila
penuntut umum tidak hadir, maka permintaan penggabungan perkara
gugatan ganti kerugian péda perkara pidananya tersebut, harus sudah
diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Tidak hadimya penuntut
umum adalah dalam hal pemeriksaan acara cepat.
2. Pasal 99
‘(1)Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara
gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 98,. maka pengadilan negeri menimbang tentang
kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang
kebé:naran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. |
Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang
mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya
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memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang

telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan.

(2) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat
kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat
kekuatan hukum tetap.

Pasal di atas menunjukkan pertimbangan pengadilan mengenai
kewenangan mengadili gugatan, dasar kebenaran gugatan dan
perhitungan kerugian korban. Perkara gugatan ganti kerugian yang
digabungkan dengan perkara pidananya, hanya perkara gugatan ganti
kerugian yang bersifat materiil, sehingga otomatis putusan hakim tentang
hukuman pengantién biaya kepada terdakwa hanya sebatas biaya-biaya
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Selain itu
putusan mengenai ganti kerugian sangat bergantung pada putusan
pidananya. Apabila putusan pidananya belum mempunyai kekuaian
hiukum yang tetap, maka putusan mengenai ganti. kerugian-nya_pun
otomatis juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang ietap. Apabila
hakim dalam putusan pidananya menyatakan terdakwa bebas dari segala
hukuman, ;naka otomatis tidak ada .hukuman penggantian biaya ganti
kerugian kepada terdakwa, atau dengan kata Iéin pihak yang dirugikan
tidak menerima ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah

dikeluarkannya.
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3. Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara
pidana, maka penggabungan itu sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan
banding, maka permintaan banging mengenai pufusan gaﬁﬂ ﬂgi
tidak diperkenankan. |

Pasal di atas menunjukkan bahwa perneriksaan penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana di Pengadilan
Negeri juga bisa berlangsﬁng pada pemeriksaan penggabungan perkara
ganti kerugian pada perkara pidana di Pengadilan Tinggi, jika memang
putusan pidana hakim Pengadilan Negeri dimintakan banding oleh pihak
yang berhak mengajukan banding. Jika putusan pidananya tidak diajukan
banding, maka otomatis putusan mengenai ganti kerugian tidak dapat
diajukan banding.

4. Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan
ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.
Pasal di atas hanya menjelaskan mengenai ketentuan perundangan
mana yang berlaku. Apabila di dalam KUHAP ketentuan mengenai ganti

kerugian ini tidak diatur lain, maka yang berlaku adalah ketentuan

menurut hukum acara perdata.
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Adapun maksud dari adanya penggabungan perkara gugatan gant

kerugian pada perkara pidana adalah :

a. Menyederhanakan dan mempercepat proses pemerj'ksaan perkara di
pengadilan, karena pihak yang dirugikan (dalam hal ini korban tindak
pidana) dapat meminta kepada hakim agar perkara gugatan ganti
- kerugiannya digabungkan pada perkara pidananya untu‘k bersama-
‘sama diproses pada pemeriksaan perkaré pidana, sehinggé_asas N
peradilan yang sederhana, cepat, dar_)_ biayé ringan dapat termpéi;
. Supaya sesegera mungkin pihak yang dirugi'kan mendapatkan ganti
kerugian atas biaya-biéya yang telah dikeluarkannya tanpa melalui
prosedur atau proses pemeriksaan perkara perdata, dimaha biasanya
proses pemeriksaan perkara perdata memakan waktu S/ahg'cukup
lafna. |
. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perka;"a pidana
diharapkan merupakan menjadi jalan pintas yang dapat dirﬁahfaatkan
oleh pihak yang dirugikan untuk sedikit menguréngi' bebaﬁ yang
-ditanggung pihak yang dirugikan tersebut. ' |
. Supaya’putué,an mengenai ganti kerugian tersebut dapat diputus
sekaligus dengan putusan perkara pidananya. | |
Kelemahan-kelemahan yang ada pada pasal—paéal,yang méngatur
tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada '-pe'rkata

pidana, dapat kita lihat sebagai berikut :
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1. Hukum pidana khususnya hukum pidana formil fidak mengakui
adanya hak —hak korban tindak pidana.-
Menurut .Arif Gosita : “Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak
.memungkinkan korban mempunyai kedudukan yang setara'dengan
terdakwa, artinya dalam peradilan pidana, jika terdakwa dapat
memberikan keterangan dan mengadakan pembelaan secara aktif di
muka sidang pengadilan, maka korban tidak dapat’.*? Pada bagian
yang lain Arif Gosita mengatakan : Pihak korban dalam mengajukan
tuntutan kepada terdakwa harus diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum,
dimana korban harué membantu Jaksa di dalam melegitimisi
tuduhannya kepada pelaku.®® Jelaslah bahwa hal tersebut tidak
memberi kemgngkinan kepada korban_untuk menyatakan pendapat
serta mengajukan bantahan dan bukti secara aktif. Selain itu menurut
Sahetapy : “Apabila korban ingin membuktikan dakwaan yang
ditujukan kepada terdakwa, haruslah dengan kapasitas sebagai séksi,
dimana saksi hanya hadir bila dipanggil oleh pengadilan, hanya
menjawab jika ditanya, dan terbatas hanya meﬁgungkapkan apé yang
ia dengar, lihat, dan yang dirasakan”.® Hal ini jelas mengandung
kelemahan, karena kedudukan korban di dalam pengadilan sebagai
saksi bersifat pasif. Padahal bisa jadi pendapat serta'bantahan dan
bukti yang diajukan korban secara aktif, dapat memperkuat dakwaan

yang diajukan Jaksa, dan tidak tertutup kemungkinan dapat

82 Arif Gosita, Op.cit., hal 119,
 Ibid,
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mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada |
- terdakwa.. | |

. Putusan mengenai ganti kerugian tidak dapat diajukan banding jika
putusan pidananya juga tidak diajukan banding.

‘Apabila korban yang merasa tidak puas dengan putusan ganti
kerugian yang diputus oleh hakim, ia tidak dapat mengajukan banding
terhadap putusan itu, jika putusan pidananya tidak diajukan banding.
Sesuéi dengan pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa hanya
terdakwa dan penuntut umum yang dapat mengajukan banding
terhadap putusan pidana. Korban yang ingin mengajukan banding |
terhadap putusan pidananya hanya dimungkinkan. melalui penuntut
umum. Ini mengandung' kelemahan, korban sangat bergantung pada
penuntut umum. Belum tentu keinginan korban untuk mengajukan
banding terhadap putusan pidananya disetujui oleh penuntut umum.
maka korban juga tidak bisa mengajukan banding terhadap-putusan
mengenai ganti kerugian. Tidak semua penuntut umum sepenuhnya
mewak'i[i kepentingan korban, karena sebenarnya tugas penuntut
umum tidak untuk membela kepentingan korban, tetapi membela hak
negara yang dilanggar oleh terdakwa.

. Putusan penggabungan perkara gugatar‘i ganti kerugian pada perkare

pidana terbentur asas ne bis in idem

¥ Sahetapy, Op.cit., hal 50.
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Asas ne bis in idem mengafakan suatu perkara yang sama tidak boleh
diajukan lebih dari satu kali untuk diputuskan oleh pengadilan. Jadi
apabila terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada '
perkara pidana telah diputus oleh hakim/pengadilan dan putusan itu
telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, maka pihak korban tidak
dapat mengajukan ulang perkara gugatan génti kerugian yang sama,
meskipun melalui jalur perdata dan peninjauan kembali.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana masih jarang terjadi
atau masih jarang dimanfaatkan oleh korban tindak pidana, karena :

a. Pada urnumnya masih banyak masyarakat atau pihak yang dirugikan -
khususnya yang belum mengetahui adanya ketentuan mengenai
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

b. Hal ini diperparah dengan kurangnya informasi dari aparat-aparat
penegak hukum dalam hal ini hakim dan jaksa penuntut umum
kepada masyarakai pada umumnya atau~ .bihak yang dirugikan pada
khususnya mengenai adanyé upaya tersebut.

C. Putusa_r{ hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
pada perkara pidana hanya memuat tentang penetapan hukuman
penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan,
atau biaya-biaya yang bersifat materiil. Untuk penggantian biaya-biaya

yang bersifat immateriil, hanya dapat digugat melalui perkara perdata,
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d. Dalam pasal 99 ayat (2) KUHAP disebutkan tentang hukuman
penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
Kata hukuman berarti menunjuk kepada terdakwa. Apabila terdakwa

 dijatuhi hukuman pidana berarti terdakwa tersebut dibebani kewajiban '
untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah
dirugikan, lalu bagaimana jika ternyata terdakwa adalah orang yang
_tidak mampu secara materi? Apakah ganti kerugian itu akan
dibebankan kepada negara? Apakah negara ikut bertanggungjawab
terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan?
Berdasarkan kasus yang pernah terjadi, jiké_ terdakwa adalah orang
yang tidak mampu' secara materi, maka r‘\akim juga tidak akan
memutuskan terdakwa 'untuk memberikan ganti kerugian terhadap -
korban atau pihak yang dirugikan.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban kejéhatan memang
masih menimbulkan berbagai permasalahan dan kontroversi daiam
masyarakat pada umumnya dan pada korban kejahatan pada
khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanah terhadap para
korban kejahatan yang seutuhn)}a di'dalam masyarakat merupakan suatu
tanda kurangnya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam
masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa citra mengenai sesama

manusia dalam masyarakat masih juga belum memuaskan dan periu

disempurnakan .
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Dai..... rar.,ka pelaksanaannya yang mantap diperiukan adanya
dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap para
korban kejahatan selain pemberian ganti kerugian. Maka adalah mutlak |
untuk juga memahami dan mengembangkan viktimologi yang dapat_
memberikan dasar pemikiran untuk dapat memahami masalah -
pénimbulan korban tindak pidana serta penanggulangannya secara
rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.

Dalam rangka memahami masalah pelayanan terhadap para
korban tindak pidana, menurut Arif Gosita sebaiknya diperhatikan
beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan m_ésalah
pelayanan tersebut, yaitu:

a. Apa yang dapat mendorong, memotivasi kita untuk melayani para
korban tindak pidana; |

b. Apa yang kita dapat dari dasar pemahaman masalah.korban' tindak
pidana serta dasar pemikiran perlunya pelayanan terhadap korban
tindak pidana;

c. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penanggulangan
permasélahan pelayanan terhadap korban tindak pidana.®® |

Pelayanan terhadap para korban kejahatan pada hake.katnya
merupakan suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya
harus sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggdta masyarakat sesuai

dengan kemampuan masing-masing seperti yang terdapat dalam pasal 1

8 Arif Gosita, Op.cit., hal 142.



dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan
Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :
1. Pasal 1 |

Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang

sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut sena

dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
2.-Pasal 2

(1) Kesejahteraan sosial adalah‘ suatu tata kehidupan dan
penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh
keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan
usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmanianh, rohaniahr'dan
sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat
dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia
sesuai dengan Pancasila.

(2) Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program,'
kegiatan yang ditujukan untuk | mewujudkan, mémbina, '
merﬁelihara, memulihkan, dan menéembangkan kesejahteraan
sosial.

(3) Jaminan sosial sebagai pelwujudan dari sekuritas sosial adalah
seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan
sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah

dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
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Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas
bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta
dalam mengusahakan kesejahteraan sosial demi mencapai tujuan .hidup
bangsa Indonesié yaitu masyarkat yang adil dan makmur spn'tiuil dan
materiil. Menurut Arif Gosita : “Setiap warga negara dan seﬁap anggota
masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan
pemerintah melakukan pelayanan terhadap korban tindak pidana; yang
menderita, dimana mereka seringkali diperiakukan ﬁd_ak adil dan dengan
sendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera”.®®

Manusia diciptakan bleh Tuhan dengan diberi akal dan pikiran agar
manusia mampu bersikap dan bertindak adil serta manusiawi terhadap
sesamanya sesuai deng'an kemampuan masing-masing. Hal ini
menunjukkan bahwa pengadaan pelayanan terhadap korban t_indak'
pidana merupakan tanggungjawab bersama dan tanggungjaWab setiap
warga negara Indonesia agar pelayanan terhadap kdrban kejahatan -
sebisa mungkin dilaksanakan dengan cepat dan dijamin pelaksanaannya.
Perlunya pglayanan terhadap korban tindak' pidana dimakéudkan untuk-
sedikit mengurangi beban penderitaan mereka. Hal inilah yang kiranya
dapat dijadikan dasar pemahaman dan pemikiran tentang masalah
korban tindak pidana dan perlunya pelayanan terhadap mereka.

Dalam memberikan bantuan dan pelaya_nan terhadap korban

haruslah dilandasi degan rasa kebersamaan, tidak boleh ter]'adi'

% Ibid, hal 143.
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diskriminasi terhadap suku, ras, agama (SARA), jenis kelarnin, umur, dan
lain sebagainya, akan tetapi lebih berdasarkan kepada sifat dan beratnya
penderitaan serta kerugian yang menimpa korban. Masih menurut Arif
Gosita ; “Semangat gotong royong dan kesediaan untuk berkorban dalam
hasyarakat dapat menjadi faktor pendorong untuk memotivasi dalam
melayani para korban tindak pidana, mengingat banyak diantara para
korban kejahatan berasal dari golongan lemah mental, fisik, sosial,
ekonomi yang memeriukan ganti kerugian dengan segera”.¥’

Dalam rangka memberikan pelayanan ini tentunya dilakukan
seleksi dan menentukan prioritas yang harus dilayani. Korban yang
berasal dari golongan ekonomi lemah, yang tidak mempunyai
kemampuan pribadi uniuk mengatasi sendiri penderitaan mental, fisik,
sosial dan sebagainya merupakan salah satu contoh yang mendapatkan
pengutamaan dalam memperoleh pelayanan.

Macam-macam bentuk pelayanan terhadap korban kejahatan,
salah satunya adalah pelayanan medis. Alasan adariya peléyahari medis
karena sudah semestinya mereka yang menjadi korban kejahatan dan
mengalami penderitaan fisik dan mental berhak mendapatkan layanan
medis. Pelayanan ini memberikan pengobatan dan perawatan yang
- dirasakan perlu bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik akibat

tindak pidana yang menimpa mereka. Keterbatasan dana dalam

87 Ibid,
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membayar biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi mereke
yang kurang mampu adalah alasan lain dari adanya pelayanan medis.

Bentuk pelayanan terhadap korban kejahatan yang tidak kalat
pentingnya adalah mengenai jaminan keamanan. Bisa saja terjadi
seorang korban kejahatan mendapat ancaman dari pelaku kejahatan.
ataupun dari keluarga si pelaku dan teman-temannya, misainya korbar.
diancam agar perkaranya tidak periu dilanjutkan ke pengadilan atat
mungkin karena dendam terhadap korban. Jaminan keamanan
diperlukan agar korban tindak pidana tidak merasa takut dari ancaman:
ancaman yang ada, baik oleh pelaku tindak pidana itu sendiri,
keluarganya, maupﬁn oleh teman-teman si pelaku, sehingga korbar
merasa terlindungi danlmerasa aman hidupnya. Bentuk-bentuk iayanar
yang lain masih banyak, diantaranya layanan kejiwaan bagi korban yan¢
mengalami penderitaan mental/batin atau korban yang merasa jiwanyz
tertekan.

Peningkatan penderitaan yang dialami oleh korban dalam suatt
masyarakat, dapat menimbulkan keresahan pada anggota masyarakat
yang lain. Terdesak oleh keadaan yang tidak menguntungkan, dapa
membuat korban atau keluarganya untuk melakukan tindakan-tindakar
yang dapat menimbulkan kerugian dan kekacauan lebih lanjut Banyak
diantara mereka yang memilih jalan pintas agar dapat membayar biaya-
biaya penyembuhan yang telah dikeluarkan seperti di atas tadi dan untuk

memenuhi keperluan hidup mereka sehari-hari, misalnya dengan care
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mencuri. Jadi jelas bahwa pelayanan terhadap korban kejahatan,
utamanya bagi mereka yang berasal dari golonéan ekonomf lemah dapat
membantu tercibfanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Baik atau buruknya pelayanan terhadap korban kejahatan
merupakan merupékan tolok ukur peradaban suatu bangsa. Apabila
pelayanan tehadap korban tfindak pidana tersebut buruk, maka bangsa
tersebut akan dinilai negatif. Sebaliknya, apabila pelayanan terhadap
korba}u tindak pidana tersebut baik, makaj bangsa tersebut akan dinilai
positif.z |
2.Bentuk-Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadab 'Korban

Perdagangan Perempuan Dan Anak |

Korban adalah orahg yang mengalami penderitaan, baik " fisik
maupun nonfisik, sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan pidana.
Korban dari suatu perbuatan pidana, dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Melalui ketexangém '
korban, suatu tindak kejahatan dapat diungkap. Dalam kasus pidana,
keberadaag korban sangat penting untuk mengungkap suatu pérkara :
Bukan merupakan suatu rahasia bila korban dari suatu kejahatén selama--"
ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Pedindungan hukum |
dengan berbagai bentuk éerta jaminan keselamatan korban sangat
penting untuk diperhatikan. .Ketiadaan perlindungan dan jaminan
keselamatan, membuat korban enggan untuk melaporkan kejadian yang

dialaminya. Hal ini berarti, kejahatan tidak dapat terungkap dengan baik.
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Terdapat beberapa bentuk perlindungan bagi korban trafficking yang

harus diperhatikan, yaitu :

1. perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Pérlindungan ini
berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilén '
berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk méncegah -
terjadinya ancaman dari pihak pelaku, yang mungkin terjadi, selama
berlangsungnya proses peradilan, mengingat trafficking ini adalah
kejahatan yang teroganisir, sehingga kesélamatan terhadap korban
sangat diperiukan; |

2. bantuan medis dan péiko’logis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi
korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan
psikologis. Korban dari kejahatan trafficking sangat rawan dengan |
penderitaan fisik dan psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat
penting untuk diberikan;

3. Selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas, korban perlu pula
mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukﬁm,-saﬁgat
diperlukan dalam rangka menempuh proses hukum. Korban traificking
Iazimnyé adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang
mémadai di bidang hukum. Oleh karena itu merupakan suaty
keharusan untuk memberikan bantuan _hukum, dalam rangka

menggapai keadilan;
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4.

Kompensasi dan restitusi. Korban berhak memperoleh kompensasi
dan restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si

pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Sedangkan menurut Reference Guide bentuk-bentuk perlindungan

hukum terhadap korban trafficking sebagai berikut:

1.

Para aparat hukum hendaknya memeriksa korban trafficking hanya
sejauh diperlukan untuk proses penyelidikan suatu perkara pidana.
Negara harus mengandalkan sumber-sumber informasi lain, seperti

saksi lain, klien dan sebagainya.

- Membolehkan para korban trafficking untuk memberikan kesaksiar:

tanpa dihadapkan dengan pelaku trafficking, seperti melalui kesaksian

rekaman suara atau video.

‘Menyediakan untuk para korban ftrafficking, keluarganya dan LSM

yang membantu dengan pedindungan polisi untuk | menjamin
keamanan m‘e'reka dan memastikan mereka terlindungi dari ancaman-
ancaman dan intimidasi.

Melindungi identitas dan informasi pribadi korban, tidak membolehkan
nama, a]amat, atau photo mereka dibaWa ke khalayak luas.
Menginformasikan kepada korban tentang hasil dari penyelidikan-dén
khususnya untuk memberitahu korban dar{"keluarganya jika trafiker
dibebaskan.

Membolehkan korban-korban dibantu dan di dampingi selama

keseluruhan proses hukum oleh perwakilan hukum atau LSM baik
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pemerintah .maupun non-pemerintah yang menyediakan bantuan,
termasuk selama penyelidikan di kepolisian, pengadilan dan proses
kesaksian korban.

7. Menjamin bahwa korban trafficking dan perwakilan hukumnya tidak
ditarik bayaran yang berkaitan ‘__dengan memproses kasus secara
hukum.

8. Menyedikan dukungan financial untuk korban trafficking yang terlibat
dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dar tempat
tinggalnya ke pengadilan, dan jika perlu akomodasi dan konsumsi.

9. Negara harus memerintahkan polisi dan aparat hukum untuk
mengumpulkan statistik kasus-kasus perdagangan perempuan dan |
anak yang masuk ke proses hukum.

10.Menyediakan mekanisme pengaduan dalam hal polisi, jaksa atau
perwakilan Indonesia lainnya tidak ingin memproses kasus-kasus
yang dilaporkan kepadanya.

11.Negara harus menjamin bahwa kasus-kasus perdagangan gelap
perempuan dan anak ditangani secara memadai dan peraturan-
perature;n yang relavan diterapkan. Negara juga harus. menjamin
bahwa sanksi akan ditegakkan bagi mereka yang merusak penegakan
hukum-hukum tersebut.

Jika kita bandingkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan

terhadap korban kejahatan biasa terutama pada kejahatan kesusilaan

dengan kejahatan trafficking terdapat kesamaan, hal ini disebabkan
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karena kejahatan kesusilaan dan kejahatan trafficking, korban selain
mengalami penderitaan atau kerugian secara fisik juga mengalami

penderitaan secara psikologis.
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BAB IV
PERATURAN YANG MEMUAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dewasa ini, tidak ada definisi hukum tentang trafficking di dalam
KUHP, juga tidak ada UU khusus tentang trafficking. Namun demikian,
sejumlah UU yang ada dapat digunakan menuntut kasus-kasus
trafficking, sejauh mengacu pada unsur-unsur kriminal yang dilakukan
pelaku fre.” >king “2rhadap korban. Tesis ini memetakan pasal-basal dan
hukum nasional yang dapat digunakan untuk memproses kasus-kasus
trafficking dan kejahatan-kejahatan yang sejenis secara hukum. Tesas ini
akan digunakan untuk tiga tujuan:

1. Mengembangkan pedoman (guideline) bagi mereka untuk
melakukan penuntutan  kasus-kasus frafficking dengan
menggunakan UU yang ada. | |

2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban

| trafficking.

3. Mengembangkan rekomendasi untuk pembaharuan hukum
Nasional utamanya KUHP agar supaya sejalan dengan instrumen-
instrumen internasional yang ada termasuk konyensi—konvensi
PBB di mana Indonesia ikut menandatanganinya.

Analisis untuk pengembangan tesis ini meliputi tinjauan (review)

atas KUHP, KUHAP, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000
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tentahg Pengadilan HAM, PP No. 2/2002 dan PP No. 3/2002 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 26/2000, UU No.37/1999 tentang
hubungan luar negeri, UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, ,
UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No.
1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi lLOvNo. 182, UU No. 7/1984 tentang
ratifikasi konvensi Penghapusan Segalé Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan, UU No. 1/1974 tentang perkawinan, UU NO.15/2002 tentang
tindak pidana Pencucian Uang, UU No. 1/1979 tentang Ekstradisi,
Keppres No. 36/1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak, KEP-

204/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar

Negeri.

A. DALAM KUHP

Perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasikan dalam
hukum Indonesia. trafficking, yang dinyatakan sebagai “perdagangan”,
telah disebut secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum |
Pidana ({(UHP), R-KUHP dan RUU tentang Pemberantasan
Perdagangan Perempuan dah Anak. Dalam KUHP yang mulai beriaku
pada tahun 1918% dapat dijumpai sejumiah pasal yang menunjukkan
bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap

sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi

pidana.

% KUHP Indonesia asalnya adalah Wetboek van Strafirecht voor Nederlandsch Indie
(Staatsblad 1915 No. 732), yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918,
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1.Pasal 207 KUHP
Melarang Perbuatan Memperdagangkan Perempuan dan Anak
Laki-Laki. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum
cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam
tahun” .

Seperti telah disebutkan di atas, pasal 297 KUHP secara tegas
melarang dan mengancam dehgan pidana  perbuatan
memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut
secara lengkap berbunyi: Mempemiagakan perempuan dan
memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara
selama-lamanya enam tahun. Dalam memahami pasal ini sangat
penting untuk diketahui arti dari kata memperniagakan. Buku | KUHP
tentang Ketentuan Umum tidak membernkan penjelasan mengenai kata

ini. R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan

bahwa:%°

yang dimaksudkan dengan pemiagaan atau perdagangan
perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud
untuk r.né\nyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini
mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk
dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan
untuk pelacuran..." Apabila penjelasan Soesilo ini kita gunakan sebagai

pegangan untuk menafsirkan pasal 297 KUHP, maka ruang lingkup




pasal tersebut menjadi sempit, karena hanya mencakup perdagargan
perempuan untuk tujuan prostitusi. Akan tetapi penjelasan Soesilo
ternyata diperkuat oleh Noyon- Langemeye_r @ilid il halaman 542)
seperti dikutip oleh Wirono Prodjodikoro, yang secara tegas
mengatakan bahwa:® "perdagangan perempuan harus diartikan
sebagai: semua perbuatan yang langsung Dbertujuan untuk
menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari
kemauan oraﬁg lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disurup
melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga
(prostitusi)". Terhadap penjelasan Noyon-Langemeyer ini, Wirjono
Prodjodikoro menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak
termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.91 Dengan
penjelasan-penjelasan itu, menjadi terang bagi kita bahwa pasal 297
KUHP pada dasamya memang terbatas bagi perdagangan perempuan
(dan anak laki-laki di bawah umur) untuk tujuan prostitusi. Kesimpulan
ini tentunya akan menjadi lebih kuat lagi apabila kita lihat dari
penempatan Pasal 297 KUHP dalam Bab tentang Kejahatan terhadap
Kesusilaén dan berada di bawah Pasal 296 KUHP tentang mucikari.
Dengan kondisi seperti ini, akan timbul pertanyaan sehubungan dengan

banyaknya kejadian dalam masyarakat yaitu perdagangan perempuan

¥ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor.
Politea, 1995), hal. 217.

30 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-Bandung: PT
Eresco, 1980, hal. 128.
V31 Ibid., hal 129.
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bukan untuk tujuan prostitusi; apakah berarti tidak mungkin dijerat
dengan pasal ini?. Perdagangan perempuan dan anak meskipun tidak
dalam bentuk Prostitusi dapat dijerat dengan pasal ini, dengan
menggunakan Extensive Interpretation seperti yang terjadi pada kasus
pencurian listrik. Pelaku dapat dijerat dengan menggunakah pasal 297
KUHP karena pada dasamya perdagangan’ perempuan dan anak
meskipun tidak dalam bentuk prostitusi adalah merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia. Sedangkan permasalahan lain yang ada
dalam pasal ini adalah tentang batas usia belum dewasa bagi anak laki-
laki yang diperdagangkén. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada
satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum
dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur
tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar
menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula
pasal- Lihat pa'sal 47 UU No. 1/1974, yang mengatakan bahwa anak
yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya
selama n;ereka tidak dicabut dari kekuasaannya. pasal yang secara
khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Dengan |
demikian tidak ada patokan yang jelas.untuk unsur ini. Apabila kita
berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21
tahun atau belum menikah lah yang menjadi batas untuk menentukan

bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila kita mengikuti UU
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Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka batas usia belum dewasa
adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pemah
melangsungkan perkawinan. Mengenai hal ini tentunya harus ada satu
ketentuan yang tegas tentang batasan usia, karena ketentuan yang ada
menentukan bawasan yang berbeda-beda sesuai dengan hal yang akan
diatur dan tujuan yang ingin dicapai.

Jadi secara khusus terdapat 2 pasal yang dapat digunakan untuk
menjaring perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 ‘KUHP
tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan
pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian. Pasal 297 KUHP
secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di
bawah urnur.

Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan
oleh peneliti korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur
(termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga
kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang tidak masuk
dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP.Melihat kondisi yang -
terjadi sek:arang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka
selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita
dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297
KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi
seksual, artinya pasal ini baru dapat menjaring perdagangan manusia

apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi
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seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual
merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya
perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk -
bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga
kerja,pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi)
tujuannya adalah untuk adopsi secara ilegal. Kemudian jika dilihat dari
sudut usia, tidak terdapat batasan yang jelas, yang termasuk kriteria
anak, jenis kelamin yang menentukan apakah ﬁanya anak perempuan
saja, sedangkan anak laki-laki tidak termasuk. Bagaimana jika terjadi
perdagangan anak laki-laki?apakan kasus tersebut memenuhi unsur
dalam pasal tersebut .

Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun
sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan
sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP,
dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak
belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan
telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan,
apakah bc;arti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal
yang diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya, pasal ini memang
tidak pemah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang
perdagangan man;Jsia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan
dengan dihapuskannyé perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk

menjaring para traffickers, pasal ini dapat digunakan. Yaitu dengan
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mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berérti melakukan
penafsiran secara Extensif . Namun kadangkala penafsiran-penafsiran
tersebut mengundang suatu perdebatan.

Namun dapat ditegaskan bila ingin menghindari perdebatan teoritis
yang tidak pernah berakhir, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh
yaitu segera mensahkan RKUHP yang telah mempunyai ketentuan yang
mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih
perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasalnya agar sinkron dan
tidak menimbulkan kesulitan dalam pénegakanhya.

| Di samping karena hukum materilnya tidak mampu mehcakup
segala benluk trafficking, ketidakberhasilan penegakan hukum dalam
masalah perdagangan manusia menurut Ketua Komisi VIl DPR R!, Taufik
Iiuki dalam makalah yang disampaikan oleh Prof. Harkristuti, dikarenakan
KUHP tidak menyentuh aspek-aspek yang ditimbulkan tindak kejahatan
ini, khususnya perlindungan terhadap para korban. Oleh karena itu
menurutnya harus dibuat UU yang secara tegas mengatur tentang
masalah perdagangan perempuan dan anak. #
ba|am kenyataannya, kendala dalam perundang-undangan
Indonesie. .ntuli masalah trafficking, tidak hanya mengenai hukum
materilnya. KUHAP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara
pidana, ternyata dinilai sudah kurang memadai untuk menangani kasus-

kasus yang terjadi saat ini, misalnya dalam hal organized crime dan

2 Suara Pembaharuan, Komisi VII DPR Kunjungi Korban Perdagangan Wanita:
Belum Ada UU yang Bisa Menangani Tuatas, 28 September 2001
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Teleconference. Pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana
yang dilakukan oleh sindikat ini, yang biasanya banyak terjadi dalam hal
trafficking, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan
dengan para korbannya. Harus ada ketentuan yang memberikan
perlindungan pada mereka, antara lain misainya dalam hal pemberian
kesaksian yang tidak harus dilakukan di depan persidangan. Ketentuan
ini dibuat ﬁengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas

dendam dari si pelaku yang pada umumnya merupakan suatu sindikat

seperti mafia.

2. Pasal 301 KUHP

Seseorang yang Menyerahkan atau Membiarkan Tinggal Pada
Orang lain, Seorang Anak yang Umurnya di Bawah 12 tahun yang di
Bawah Kuasanya yang Sah. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

‘Barang siapa memberi aiau menyerahkan kepada orang lain

seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang syah dan

umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa
anak itu akan dipakai untuk atau diwaktu melakukan pengemisan

atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak

kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun™

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara,
seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain,
seorang anak yang umurnya di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya
yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan

dibawa waktumengemis atau dipakai untuk menjalankan pérbuatan
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kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya ataul
pekerjaan yang merusakkan kesehatan. Pasal ini khusus bagi perbuatan
yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan
pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak
tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan Pasai
297 KUHP, maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya
kuasa yang sah terhadap anak tersebut; batasan usia korban lebih jelas
yaitu di bawah 12 tahun; dan tujuan pemindahan penguasaan si anak

lebih luas, tidak semata-mata untuk prostituéi

3.Pasal 324 KUHP:
Perdagangan budak. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:
“Melarang Perdagangan Budak (slavenhandel)
Melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara
selama-lamanya 12 tahun. Menurut R. Soesilo, perbudakan di Indonesia
secara hukum sudah dihapus sejak 1 Januari 1860 (berdasarkan pasal
169 Indische StaatSregeling). Meskipun yang menjadi obyek dari
larangan dalam pasal 324 sudah dihapus secara hukum, tetapi sampai
saat ini pasal tentang larangan perdagangan budak belian ini belum -
dicabut. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya praktik
perdagangan budak terus berlangsung, baik pada jaman penjajahan

maupun dalam alam kemerdekaan. Kata perdagangan dalam pasal ini

tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali.

- Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup
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ketentuan pasal ini. Disamping itu juga dalam pasal ini ada unsur
keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi
dengan adanya unsur turut campur d.alam perdagangan budak belian ini
diancam pidana yang sama. Kata turut campur dalam pasal ini harus
diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku |
KEJHP, yang bentuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut
mélakukan ataupun membantu melaquan. Bagi mereka peserta itu
berarti diancam pidana yang sama dvengan pelaku.®® Jadi lingkup
keberlakuan pasal ini sangat luas, padahal 3 pasal berikut setelah pasal
ini, yaitu pasal 325, 326 dan 327 KUHP telah mengatur perbuatan-

perbuatan orang tertentu yang terlibat secara khusus dalam tindak

pidana Pasal 324.

4 .Pasal 325 KUHP:
Melarang Nahkoda untuk Mengangkut Budak Belian
“Melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut

budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12

tahun; dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun -
penjara”

Apabila kita menganalisis perbuatan yang diancam pidana dan

menghubungkannya dengan berbagai bentuk penyertaan yang diatur

% Khusus untuk pembantuan, berarti ada penyimpangan dari asas pemidanaan untuk
- pembantuan, Lihat Pasal 57 ayat (1) KUHP: selama-lamanya pidana pokok bagi kejahatan

dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan. Pasal ini berlaku
khusus bagi nakhoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang
dalam pasal ini adalah (1) menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda padahal mengetahui kapal
digunakan untuk menjalankan perdagangan budak belian; atau (2) memakai kapal untuk
perdagangan budak belian. '

131



dalam Bab V Buku | KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa untuk
perbuatan nakhoda berkedudukan sebagai orang yang turut serta
melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Maka dalam konstruksi
penyertaan nakhoda adalah seorang pelaku atau orang yang turut
melakukan. Sedangkan untuk pembantuan,' satu hal yang periu
digarisbawahi adalah adanya penyimpangén ‘pemidanaan dari asas
pembantuan. Tidak sépérti yang ditetapkan dalam pasal 57 KUHP,
apabila terdapat nakhoda yang membantu dalamv tindak pidana
"perdagangan budak diancam pidana yang sama dengan pelakunya.
Bahkan ada pemberatan baginya - yang tidak dikenakan pada pelaku
iindak pidana Pasal 324 KUHP sekalipun - dengan ancaman pidana
menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara bila ada budak yang mati

karena pengangkutan yang dilakukannya.

5. Pasal v.d KUiiP;
Anak Buah Kapal yang Turut Serta Melakukan Perbudakan
“Mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi
mereka.yang bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui
bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian”.
Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal, ini melarang perbuatan
(1) masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal
digunakan untuk perdagangan budak ; (2) dengan kemauan sendiri tetap

menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakarn untuk

perdagangan budak. Apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, maka
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keterlibatan anak buah kapal adalah sebagai orang yang membantu.
Menurut Pasal 93 ayat (3) KUHP, anak buah kapal (perahu)
adalahsekalianorang yang ada di kapal (perahu) menjadi opsir atau
kelasi. melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Seperti juga halnya
dengan nahkoda, ancaman pidana bagi anak buah kapal yang
berkedudukan sebagai pembantu tindak pidana, nampaknya ditetapkan
secara khusus. Jadi menyimpang dari asas pembantuan, yang
mengurangi 1/3nya dari pidana bagi' pelaku. Akan tetapi bila
diband_ingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini
membantu) dalam tindak pidana Pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi
anak buah kapal jauh lebih ringan. Satu hal yang juga tidak boleh
dilupakan adalah ketentuan konsep gabungan tindak pidana yang pasti
harus dipergunakan apabila kita menghadapi persoalan tindak pidana
oleh anak' buah kapal ini. Pada saat itu akan ada 2 ketentuan yang
mungkin diterapkan, yaitu Pasal 324 KUHP dah Pasal 326 KUHP untuk
satu perbuatan yang dilakukan. Dalam penentuan ancaman pidananya
diperlukan kecermatan untuk memilih apakah pasal 324 KUHP atau pasal

326 KUHP yang harus kita pergunakan.® Bila kita berpegang pada

 Sebenarnya kasus ini juga dijumpai pada saat kita menggunakan pasal 325 KUHP.
Akan tetapi karena ancaman pidana, baik pasal 324 maupun 325 adalah 12 tahun maka tidak
menjadi terlampau menimbulkan persoalan. Walaupun demikian, dalam hal tersebut tetap pasal
325 yang harus dijadikan dasar penentuan pidana 12 tahun itu, sesuai pasal 63 ayat (2) KUHP.
budak belian. Dibandingkan dengan 2 pasal sebelumnya, yaitu pasal 325 dan 326 KUHP, pidana
vang diancamkan paling ringan, yaitu 8 tahun sejalan denganasas pembantuan, pidana pokok
pasal 324 KUHP dikurangi 1/3nya Sama halnya dengan permasalahan dalam pasal 326 KUHP
bila dihadapkan dengan pasal 324 KUHP, maka yang harus diberlakukan adalah pasal 327 bils
yang disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal. Sebaliknya bila alat transportasinya selain
kapal, maka pasal 324 yang berlaku.
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ketentuan pasal 63 ayat (1) maka pidana penjara 12 tahun yang harus
diancamkan. Akan tetapi dengan mengingat sifat ketentuan umum (pasal
324 KUHP) dan khusus (pasal 326 KUHP), maka ancaman pidananya
hanya 9 tahun sesuai bunyi pasal 63 ayat (2) KUHP. Pasal 327 KUHP:
melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara
langsung maupun tidak fangsung, turut campur dalam menyewakan,
memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yahg diketahuinya
dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian; sanksihya penjara
selama-lamanya 8 tahun. Tidak berbeda dengén 2 pasal sebelumnya,
pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak
pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1)
menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang
diketahuinya dipakai untuk perdagangan
7. Pasal 328 KUHP:

Melarikan atau menculik orang.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut: ’

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau

tempa’ .aggcilya sementara, dengan maksud untuk menempatkan

orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau

kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan

sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun”

Melarikan atau menculik orang; sanksinya pidéna penjara selama-
lamanya 12 tahun. Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur
tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan

manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa
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korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang dilarang
dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu
melarikan atau ménculik itu, si pelaku harus mempunyai maksud untuk
membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri
atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar. Oleh karena
melarikan atau menculik orang ini merupakan salah satu cara untuk
membawa korban dalam perdagangan rhanusia, maka apabila terjadi
perdagangan manusia melalui cara ini, si pelaku akan dikenai ketentuan
gabungan tindak pidana (pasal 65 KUHP). | o
8. Pasal 329 KUHP

Penipuan Dalam Pekerjaan.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun pada
orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ke
tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja”

Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah "penipuan" dalam
mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah human trafficking,
maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu
karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk
dibawa bekerja ke suatu tempat. Hal ini Perlu mendapat perhatian,

karena pada dasarnya perdagangan manusia harus tanpa persetujuan

korban.
9. Pasal 330 KUHP

Melarikan Oran